
BUPATI WONOSOBO 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR j t TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 49 TAHU 2019 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2020 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) 

dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, dan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Da1.l Relanja N gara 
perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke 
desa; 

b. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan 
penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Bantuan Langsung Tunai; 

c. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa 
Tahun 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika 
pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang
undangan sehingga perlu melakukan perubahan dan 
penyesuaian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020; 
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Mengingat 1. Undang-Undang 
Pembentukan 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-daerah Kabupaten 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

ten tang 
Dalam 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Un ang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu kan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran N gara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un ang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Rep blik 
Indonesia Nomor 6485) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 ten tang Tata 
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T hun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali terakhir dengan Peratu ran 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran N gara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terti ggal 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten tang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peruba han 
Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
367); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1700) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
40/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 ten tang 
Pengelolaan Dana Desa; 

14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa 
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonsoobo Tahun 
2019 Nomor 52) ; 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 
49 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA 
TRANSFER KE DESA TAHUN 2020. 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 
49 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 
52) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 ditatnbahkan 2 (dua) angka yaitu angka 34 
dan angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 

se bagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak a al usul 
dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berada di Daerah. 

6. Dana Transfer ke Desa adalah Dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, 
Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berada di Daerah. 

8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat 
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa . 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
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penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa. 

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

13. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian 
pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan 
kepada desa berdasarkan ketentuan perundang undangan. 

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung eluruh 
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
Daerah pada bank yang ditetapkan. 

15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara untuk menampung seluruh pen rimaan 
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 
bank sentral. 

16. Surat Permintaan Pencairan Uang yang sela jutnya 
disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan ol h Kaur 
Keuangan untuk pencairan uang di rekening kas desa guna 
pembayaran kegiatan desa. 

17. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

18. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades 
adalah peraturan perundang-undangan yang dit tapkan 
oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka 
melaksanakan Peraturan Desa dan/ atau peraturan 
perundang-undangan yang le bih tinggi. 

19. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah. 
20. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 

Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordina i yang 
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung 
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijaka yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan. 

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhu bungan dengan pelaksanaan hak 
dan kewajiban desa. 
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22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
Desa. 

23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala 
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah 
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan yang 
menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar 
seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada 
Bank yang ditetapkan. 

25. Rencana Anggaran Biaya Teknis, yang selanjutnya disingkat 
RAB Teknis adalah perhitungan perkiraan jumlah anggaran 
biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 
pembangunan infrastruktur. 

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya 
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi pen rimaan 
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

27. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya diseb t BUM 
Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

28. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan 
masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial 
politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur 
pemuka lain yang ada di Desa. 

29. Tenaga Pendamping Profesional adalah personil yang 
melaksanakan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui 
asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa 
yang ditetapkan oleh Gubemur Jawa Tengah yang terdiri 
dari Tenaga Ahli dan Pendamping Desa. 

30. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kcmenterian, unit 
pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, 
inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah 
kabupaten. 

31. Petugas register desa adalah perangkat desa yang diberi 
tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan 
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta 
pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa. 

32. Petugas admin sistem informasi desa adalah perangkat desa 
atau tenaga pembantu di luar perangkat desa yang bertugas 
mengoperasionalkan, memelihara dan memantau 
pengelolaan seluruh sistem informasi desa yang dikelola oleh 
desa. 
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33. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan 
oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, 
sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak 
yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) 
dari standar usianya. 

34. Pandemi Corona Virns Disease 2019 (COVID-19) adalah skala 
penyebaran penyakit Corona Virns Disease (COVID-19) yang 
terjadi secara global di seluruh dunia. 

35. Bantuan Langsung Tonai Dana Desa yang selanjutnya 
disingkat BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai 
kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana 
Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya 
pandemi Corona Vims Disease (COVID-19). 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf d diubah, sehingga Pasal 9 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 
(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 
desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) harus memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: 
a. peningkatan kualitas hidup; 
b. peningkatan kesejahteraan; 
c. penanggulangan kemiskinan; dan 
d. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. 

(3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u ruf a 
diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program 
dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang 
berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup 
masyarakat. 

(4) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) meliputi: 
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk 
pemenuhan kebutuhan: 
1) lingkungan pemukiman; 
2) transportasi; 
3) energ1; 
4) informasi dan komunikasi; dan 
5) sosial. 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta 
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan 
sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta 
peningkatan kualitas: 
1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan 
2) pendidikan dan kebudayaan. 
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c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta 
pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi 
masyarakat Desa meliputi: 
1) usaha budidaya pertanian (on Jann/off Jann) 

dan/ atau perikanan untuk ketahanan pangan; 
2) usaha industri kecil dan/ atau industri rumahan, 

dan pengolahan pasca panen; dan 
3) usaha ekonomi budidaya pertanian ( on Jann/ off 

Jann) dan/atau perikanan berskala produktif 
meliputi aspek produksi, distribusi dan 
pemasaran yang difokuskan pada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta 
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 
alam untuk: 
1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan 

non alam; 
2) penanganan bencana alam dan non alam; dan 
3) pelestarian lingkungan hidup. 

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta 
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 
sosial un tuk: 
1) konflik sosial; dan 
2) bencana sosial. 

(5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan, sarana dan prasarana selain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui 
Musyawarah Desa. 

(6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
diutamakan untuk: 
a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas 

kegiatan; 
b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; 
c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga 

miskin; dan 
d. meningkatkan pendapatan asli Desa. 

(7) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi: 
a. pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau 

produk unggulan kawasan perdesaan; 
b. pembangunan dan pengembangan embung 

dan/ a tau penampungan air kecil lainnya; 
c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

olahraga Desa; dan 
d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha 

Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa 
Bersama. 
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(8) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, 
huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang 
dikelola oleh Badan U saha Milik Desa a tau Badan 
U saha Milik Desa Bersama. 

(9) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui 
Musyawarah Desa. 

(10) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk: 
a. membiayai program penanggulangan kemiskinan; 
b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan; 
c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga 

dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan 
kerja; 

d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi 
masyarakat Desa yang menganggur, setengah 
menganggur, keluarga miskin; dan 

e. melakukan pencegahan stunting. 
( 11) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya 

tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c 
dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan 
mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat 
guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa. 

(12) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 11) dilakukan dengan cara: 
a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang 

pembangunan Desa; 
b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui 

pembayaran upah yang dilakukan secara harian 
atau mingguan; dan 

c. menciptakan lapangan kerja. 
(13) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana 

dimaksud pada ayat 10 huruf c tidak dikerjakan pada 
saat musim panen. 

(14) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai 
pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan 
kebudayaan, serta sosial. 

(15) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (14), yaitu: 
a. perbaikan gizi untuk pencegahan stunting; 
b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan 
c. pencegahan kematian ibu dan anak. 

(16) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan 
kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(15), paling sedikit meliputi: 
a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; 
b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, 

putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; 
dan 
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c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan 
kearifan lokal. 

( 1 7) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) yaitu 
perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan 
meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga 
masyarakat berkebutuhan khusus. 

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 
Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut : 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Pasal 9A 
Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (4) huruf d merupakan bencana yang terjadi 
sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran 
penyakit yang mengancam dan/ atau menimpa warga 
masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit 
berupa: 
a . pandemi Corona Virus Di,sease 2019 (COVID-1 9) ; 
b . pandemi flu burung; 
c . wabah penyakit Cholera; dan/ atau 
d. penyakit menular lainnya. 
Penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada yat (1) 
dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di 
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan per ndang
undangan; 
Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga 
yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, 
belum terdata menerima Program Keluarga Harapan, 
Bantuan Pangan Non Tunai, dan kartu pra kerja , serta 
yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 
menahun/kronis; 
Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan 
melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2); 
Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial; 
Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksu d pada 
ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus 
ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, 
dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan; 
BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
dianggarkan dalam APB Desa, dengan metode 
perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT
Dana Desa se bagai beriku t : 
a. Desa penerima Dana Desa kurang 

Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta 
mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal 
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25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana 
Desa; 

b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratu s juta 
ribu rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa 
maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 
jumlah Dana Desa; 

c. Desa penerima Dana Desa lebih dari 
Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta 
ribu rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa 
maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 
jumlah Dana Desa; 

(8) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencukupi, 
kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi 
batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari 
Bupati atau pejabat yang petunjuk; 

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran III diubah, 
sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 
(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I 

dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban 
laporan penatausahaan keuangan desa tahun a nggaran 
sebelumnya dan penyusunan Perdes tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan yang telah 
diundangkan oleh Sekretaris Desa; 

(2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana 
Transfer ke Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, 
dengan dilampiri: 
a. Perdes tentang APBDesa tahun berjalan yang telah 

dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan oleh 
Sekretaris Desa; 

b. Perkades tentang Penjabaran APBDesa tahun 
berjalan yang telah diundangkan oleh Sekretaris 
Desa; 

c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan 
Sebagian Kekuasaan PKPKD; 

d. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim 
Pelaksana Kegiatan; 

e. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui 
fotocopy buku RKD yang dilegalisir oleh bank; 

f. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak; 
g. Pengantar Camat; dan 
h. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana 

Transfer ke Desa Tahap I dari Tim Pendamping 
Kecamatan tercantum dalam Lampiran III dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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(3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) paling cepat bulan 
Januari. 

(4) Bagi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(3), persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2) huruf a dan huruf b dicukupi dengan Peraturan 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (3). 

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Lam iran IV 
diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 
(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II setelah desa 

menyelesaikan kewajiban sebagai berikut : 
a. Dihapus; 
b. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Tahun 

Berjalan; 
c. Profil Desa tahun sebelumnya;dan 
d. Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis plikasi 

tahun sebelumnya; 
(2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana 

Transfer ke Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat, 
dengan dilampiri : 
a. Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBDesa tahun sebelumnya yang telah diundangkan 
oleh Sekretaris Desa; 

b. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua/ 
Akhir tahun anggaran sebelumnya; 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke 
Desa tahun anggaran sebelumnya; 

d. Dihapus; 
e. Berita acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana 

Transfer ke Desa sampai dengan tahap III tahun 
anggaran sebelumnya kepada BPD; 

f. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui 
fotocopy buku RKD yang dilegalisir oleh bank; 

g. Pengantar Camat; dan 
h. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana 

Transfer ke Desa Tahap II dari Tim Pendamping 
Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling cepat bulan 
Maret. 
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6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan Lampiran V diubah, 
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

( 1) 

(2) 

Pasal 18 
Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III 
dilaksanakan setelah desa memenuhi persyaratan 
se bagai beriku t : 
a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 7 5% 
(tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima 
puluh persen); 

b. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Tahun 
Berjalan; 

c . Desa telah melaksanakan kewajiban penyusunan : 
1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada 
BPD dilampiri berita acara penyampaian Laporan 
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
dan 

2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
tahun sebelumnya kepada Bupati; 

3) Desa yang kepala desanya baru, 
menyelesaikan kewajiban penyusunan 
ten tang Rencana Pembangunan 
Menengah Desa beserta lampirannya. 

wajib 
Perdes 

Jangka 

d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya; 

e . Peraturan Kepala Desa mengenai pen etapan 
keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; 

Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III dilakukan 
dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan 
penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III kepada 
Bupati melalui Camat, dengan dilampiri: 
a . Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 

Dana Transfer ke Desa sampai dengan tahap II; 
b . Berita acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana 

Transfer ke Desa sampai dengan tahap II kepada 
BPD; 

c. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama 
tah un berjalan; 

d. Laporan Realisasi Kegiatan APBDesa Semester 
Pertama tahun berjalan; 

e. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui 
fotocopy buku RKD yang dilegalisir oleh bank; 

f. Pengantar Camat; dan 
g. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana 

Transfer ke Desa Tahap III dari Tim Pendamping 
Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling cepat bulan Juli. 

7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yaitu Pasal 18A dan di antara Lampiran V dan Lampiran VI 
disisipkan 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran Va, yang 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 A 
(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana 

Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dengan 
tambahan ketentuan: 
a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam 

kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan 
persyaratan setiap bulan masing-masing: 
1) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), 

dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat 
BLT-Dana Desa; 

2) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), 
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Dana Desa bulan pertama; dan 

3) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), 
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Dana Desa bulan kedua; 

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III 
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat 
(1) dan memenuhi persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 dan Pasal 
18;dan 

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana 
Desa; 

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a: 
a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, 

diatur dengan ketentuan: 
1) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III 

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 
ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 dan 
Pasal 18;dan 

2) Dana Desa tahap I diprioritaskan unt k BLT
Dana Desa; dan 

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, 
diatur dengan ketentuan: 
1) Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan 

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan 
besaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 7 ayat ( 1) dan ayat (2) dengan 
tambahan ketentuan persyaratan setiap bulan 
masing-masing: 

- 14 -



a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas 
persen) , dengan persyaratan Peraturan 
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT-Dana Desa; 

b) bulan kedua 15% (lima belas persen) , dengan 
persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana 
Desa bulan pertama; dan 

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen) , dengan 
persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana 
Desa bulan kedua; dan 

2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untu k BLT
Dana Desa. 

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) h uruf b 

a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilak anakan 
sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c 
dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan 

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana 
Desa. 

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan e RKD 
secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1) , Pasal 16 dan Pasal 17 maupun penyaluran 
secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT
Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa 
dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya. 

(5) Format Laporan Pelaksanaan BLT-Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran Va dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah 
sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 
( 1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan agar 

mengutamakan prinsip-prinsip sebagai berikut : 
a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan dilakukan secara mandiri oleh D sa dan 
tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor 
swasta, maupun kontraktor dari kota/luar desa; 

b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja 
setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa 
menyerap tenaga kerja dan memberikan 
pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan 
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c. menggunakan bahan baku atau material setempat, 
agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan 
ekonomi produktif desa, sehingga dapat memberikan 
penghasilan kepada masyarakat yang memiliki 
bahan baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan 
lainnya. 

(2) Dihapus. 
(3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memprioritaskan sasaran antara lain sebagai be 'kut : 
a. kelompok penganggur, setengah penganggur, warga 

miskin dan keluarga dengan masalah stunting; 
b. pencari nafkah utama keluarga; 
c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan 

bukan anak-anak; 
d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik 

dan menunggu masa tanam/ panen; atau 
e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. 

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat 
(6), ayat (8) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi 
se bagai beriku t : 

Pasal 25 
(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke 
Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat yang 
terdiri atas: 
a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 

Dana Transfer ke Desa Sampai Dengan Tahap II 
yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke 
Desa Tahap I dan Tahap II sesuai dengan kondisi 
sampai bulan terakhir dilaporkan; 

b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 
Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap III 
yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke 
Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, sesuai dengan 
kondisi sampai dengan akhir tahun anggaran. 

c. laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 
sebelumnya; 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdiri dari: 
a. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 

Dana Desa; 
b. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 

Alokasi Dana Desa; 
c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaks d pada 
ayat (2) dilengkapi dengan foto kegiatan. 
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(4) Format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian 
Keluaran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum 
dalam Lampiran XI merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Penyusunan laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian 
Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, uraian output, volume output, satuan output, 
dan capaian output yang tercantum dalam Lampiran XII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap III 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Bupati setelah diverifikasi oleh Tim Pen amping 
Kecamatan. 

(8) Lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(9) Seluruh penggunaan Dana Transfer ke Desa yang 
tertuang dalam laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran Dana Transfer ke Desa wajib 
disampaikan kepada BPD melalui forum musyawarah 
dan dituangkan dalam berita acara penyampaian 
laporan realisasi penggunaan dana transfer ke desa. 

( 10) Format berita acara penyampaian laporan realisasi 
penggunaan Dana Transfer ke Desa kepada BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam 
Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(11) Pemerintah desa harus menyampaikan laporan realisasi 
penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke 
Desa sampai dengan Tahap III tahun berjalan dalam 
bentuk media visual atau infografis yang teri tegrasi 
dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDe a dan 
dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh 
masyarakat luas di setiap dusun. 

10. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) 
dihapus, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (5), ayat (6) 
dan ayat (7), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27 
(1) Ketentuan SiLPA Dana Desa dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa 
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 
di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan 
kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk paling lambat minggu kedua 
bulan Oktober 2020. 

(3) Dalam hal masih terdapat sisa Dana Desa Tahun 
Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD setelah 
dilaksanakan rekonsiliasi sebagaimana dimaksu d pada 
ayat (2) , Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana 
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 ke 
RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020. 

(4) Dihapus. 
(5) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di 

RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan 
Juli 2020. 

(6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 
2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau dianggarkan 
kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa 
tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana 
Desa tahap II Tahun Anggaran 2020. 

(7) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya. 

11. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 ( satu ) Pasal 
yaitu Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 28A 
Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak 
melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9A ayat (4), dikenakan sanksi berupa 
penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun a nggaran 
berjalan. 

12. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga 
Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 34 
(1) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di 

tingkat Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan 
Dana Transfer ke Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat 
Kecamatan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
adalah sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa; 
b . melaksanakan penyebarluasan informasi data dan 

kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa; 
c . memberikan bimbingan teknis / orientasi kepada 

Desa; 
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d. melaksanakan koordinasi perkembangan 
pelaksanaan Dana Transfer ke Desa; 

e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan dana transfer ke desa dalam 
setiap proses tahapan kegiatan; 

f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah 
berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak 
lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi 
pengawas fungsional; dan 

g. memberikan laporan pengelolaan Dana Transfer ke 
Desa kepada Bupati. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Tim Fasilitasi dapat dibantu oleh Tenaga 
Ahli. 

( 4) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di 
tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping 
Kecamatan dengan Keputusan Camat. 

(5) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud 
ayat (4) dapat terdiri dari : 
a. penanggungjawab; 
b. ketua; 
c. sekretaris; dan 
d. anggota. 

(6) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. dihapus; 
b. dihapus; 
c. melaporkan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa; 
d. mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa 

setiap tahunnya; 
e. membuka layanan kotak pengaduan masyarakat; 
f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan 

melaporkan kepada Bupati; 
g. memverifikasi kelengkapan dokumen laporan 

realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Transfer ke Desa; 

h. memverifikasi kelengkapan dokumen per yaratan 
penyaluran dan pencairan dana transfer ke desa; 

1. fasilitasi pengesahan RAB dan gambar oleh Camat; 
dan 

j. fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah 
terkait untuk pengesahan RAB dan gambar. 

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) Tim Pendamping Kecamatan dapat dibantu 
oleh Pendamping Desa. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memeri tahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

obo 

~f rr l .to-2-0 

SOBO, 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal .J ~ A pol 

SEKRETA IS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

ONEA 
BERITA DAERA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR J.!} 

- 20 -



Lampiran III: Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor If Tahun 2020 

Format Lembar Verifikasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Tahap I 

LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP I 

DESA 
KECAMATAN 

NO JENIS YANG DIVERIFIKASI ADA/ URAIAN CATATAN 
TIDAK 

1 Perdes APBDes tahun 2020 Telah dievaluasi & diklarifikasi Camat 
dan diundangkan oleh Sekdes 

2 Perkades Penjabaran APBDesa Kesesuaian dengan APBDes 
tahun 2020 

3 Keputusan Kepala Desa tentang Kesesuaian komposisi tim dengan 
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Perbup Wonosobo tentang Pedoman 
PKPKD Pengelolaan Keuangan Desa 

4 Keputusan Kepala Desa tentang Kesesuaian komposisi tim dengan 
Pembentukan Tim Pelaksana Perbup Wonosobo tentang Pedoman 
Kegiatan Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa 

Tahun2020 
5 Copy Nomor Rekening Kas Desa a Nama rekening 

b Nomor rekeninl! 
c Kesesuaianjumlah SILPA dg saldo di 

rekeninl!" 
d Lep;alisir bank 

6 Copy NPWP 

7 Peraturan Kepala Desa mengenai Bagi Desa yang belum salur Dana 
penetapan keluarga penerima Desa tahap I 
manfaat BLT-Dana Desa 

KEWAJIBAN DESA : Ada/ Tidak 

1. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Tahun 2019 

2. Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2020 

..... .......................... .. , ...................... . 

TIM PENDAMPING KECAMATAN 
1 Penanggungjawab 
2 Ketua 
3 Sekretaris 
4 An~ota 
5 An~ota 

TANDA TANGAN 



Lampiran IV: Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor // Tahun 2020 

Format Lembar Verifikasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Tahap II 

LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP II 

DESA 
KECAMATAN 

NO JENIS YANG DIVERIFIKASI ADA/ URAIAN 
TIDAK 

1 Perdes tentang Pertanggungjawaban Telah dievaluasi Camat dan diundangkan oleh 
Pelaksanaan APBDesa tahun 2019 Sekdes 

a Laporan keuane:an : 
- laporan realisasi APBDesa 
- catatan atas laporan keuane:an 

b Laporan realisasi keriatan 
c Daftar program sektoral, program daerah dan 

program lainnya yang masuk ke Desa 

2 Laporan Pelaksanaan APBDes TA. Diintegrasikan ke portal open data 
2019 Semester Kedua 

3 Laporan Realisasi DTD Tahap III a Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) 
Tahun 2019 

b Laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana 
Desa(ADD) 

c Laporan realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD) 

d Laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa (ditambah softflle 
format PDF) 

e Laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Alokasi Desa 

f Laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah (DBHPRD) 

g Foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Dana 
Transfer ke Desa 

4 Berita Acara Lap. Realisasi Ditandatangani Kades dan Ketua BPD 
Penggunaan DTD Tahap III Tahun 
2019 kepada BPD 

5 Copy Nomor Rekening Kas Desa a Nama rekening 

b Nomor rekeninl!' 
c Kondisi sisa anggaran pada rekening kas desa 

d Legalisir bank 
6 Peraturan Kepala Desa mengenai Perkades ditandatangani Kades dan 

penetapan keluarga penerima diundangkan oleh Sekdes (ditambah dalam 
manfaat BLT-Dana Desa dilengkapi bentuk softfile format PDF) 
Berita Acara Musyawarah Desa 
khusus dan Daftar Hadir 

CATATAN 

KEWAJIBAN DESA : Ada/ Tidak 

1. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa kondisi Tahun Berjalan 

2. Profil Desa Tahun 2019 

3. Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Aplikasi Tahun 2019 

TIM PENDAMPING KECAMATAN 
1 Penanggungjawab 
2 Ketua 
3 Sekretaris 
4 An~ota 
5 AnAAOta 

TANDA TANGAN 



Lampiran V: Peraturan Bu pati Wonosobo 
Nomor /'f Tah un 2020 

Format Lembar Verifikasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Tahap III 

LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESATAHAP III 

DESA 
KECAMATAN 

NO JENIS YANG DIVERIFIKASI ADA/ URAIAN 
TIDAK 

1 Laporan Realisasi Penyerapan a Laporan Realisasi Penyerapan dan 
dan Capaian Keluaran Dana Capaian Keluaran Dana Desa (DD) 
Transfer ke Desa sampai dengan (ditambah softfile format PDF) 
Tahap II 

b Laporan Realisasi Penyerapan dan 
Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa 
(ADD) 

c Laporan Realisasi Penyerapan dan 
Capaian Keluaran Dana Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi Daerah (DBHPRD) 

d Foto Kegiatan Realisasi Penggunaan 
Dana Transfer ke Desa 

e laporan konvergensi pencegahan 
stunting tahun sebelumnya 

2 Berita Acara Laporan Penggunaan Ditandatangani Kades dan Ketua BPD 
Dana Transfer ke Desa Sampai 
Dengan Tahap II kepada BPD 

3 Laporan Pelaksanaan Anggaran a Kesesuaian dengan Peraturan Bupati 
Pendapatan dan Belanja Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
(APBDes) Semester Pertama Desa 

b Kesesuaian dengan Laporan 
Penatausahaan Keuangan Desa 

4 Laporan Realisasi Kegiatan a Kesesuaian dengan Peraturan Bupati 
Anggaran Pendapatan dan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Belanja Desa (APBDes) Semester Desa 
Pertama 

b Kesesuaian dengan Laporan 
Penatausahaan Keuangan Desa 

5 Laporan konvergensi pencegahan Kesesuaian dengan format laporan 
stunting tingkat Desa tahun 
anggaran 2019 

6 Peraturan Kepala Desa mengenai Bagi Desa yang belum melaksanakan 
penetapan keluarga penerima kegiatan BLT-Dana Desa di tahap I dan 
manfaat BLT-Dana Desa tahap II 

7 Copy Rekening Kas Desa Kesesuaian dengan saldo kas 

KEWAJIBAN DESA : 
1. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa kondisi Tahun Berjalan 

2. LKPP Desa Tahun 2019 
3. LPPDesa Tahun 2019 
4. RPJMDesa 

TIM PENDAMPING KECAMATAN 

1 Penanggungjawab 

2 Ketua 

3 Sekretaris 

4 Anggota 

5 Anggota 

CATATAN 

rata-rata realisasi penyerapan 
minimal sebesar 75% & rata-rata 
capaian keluaran minimal 50% 

. 

Ada/ Tidak 

TANDA TANGAN 



NO 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

dst 

Lampiran Va: Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor Tahun 2020 

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DANA DESA) 

NIK 

2 

TELAH DIVERIFIKASI OLEH 
SEKRETARIS DESA 

( ........ .... ...... .. .. .. .. .. ..... .. ... . ) 

DESA ..•.................•..•....•.. KECAMATAN .... .......•.. •• . .. ... ..•.... 

KABUPATEN ................................ . 

NAMA KEPALA KELUARGA/ 
PENERIMA 

3 

MENGETAHUI, 
KEPALA DESA 

JUMLAH 
PENERIMAAN 

4 

( ... ... ..... .................. ... ..... ) 

TANGGAL TANDA TANGAN/ 
PENERIMAAN CAPJEMPOL 

5 6 

YANG MEMBAYAR 
KAUR/ KASI ...... . (PKA) 

( ............. ... ....... ................ ) 

BO, 



Lampiran X: Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor Tahun 2020 

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA 

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA 
TERHADAP SASARAN 1.000 HARi PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) 

KABUPATEN : KECAMATAN : 

DESA : TAHUN : 

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) 

SASARAN !BU HAMIL ANAK O - 23 BULAN 
JUMLAH TOTAL RUMAH 

TANGGA 1.000 HPK TOTAL KEK/RESTI TOTAL 
GJZI KURANG/ GJZJ 

BURUK/ STUNTING 

JUMLAH 

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING! 

JUMLAH TOTAL HJJAU KUNING MERAH 
SASARAN 

ANAK USIA O - 23 BULAN (NORMAL) (RESJKO STUNTINOi (TERINDIKASI STUNTINOi 

JUMLAH 

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK 

SASARAN JNDIKATOR JUMLAH % 

1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMlLAN 

2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HAR! 

3 !BU BERSALING MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NlFAS 3 KALI 

4 MENGJKUTJ KONSELING GJZI/ KELAS !BU MINIMAL 4 KALI 
!BU HAMIL 

5 !BU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN 

6 RUMAH TANGGA !BU HAMIL MEMIL!Kl AKSES AIR MINUM AMAN 

7 RUMAH TANGGA !BU HAMIL MEMlLIKl JAMBAN LAYAK 

8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN 

1 ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT JMUNISASI DASAR LENGKAP 

2 DITIMBANG BERAT SADAN RUTIN TIAP BULAN 

3 DIUKUR TINGGJ / PANJANG SADAN 2 KALI DALAM SETAHUN 

LAKI-LAKI TOTAL 
4 ORANG TUA/ PENGASUH MENGJKUTJ KONSELING G!Zl BULANAN 

ANAK USIA 0 -

23 BULAN (0-2 5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GJZI BURUK / KURANG / STUNTING 

TAHUN) 6 RUMAH TANGGA ANAK O - 2 TH MEMILIKl AKSES AIR MINUM AMAN 

7 RUMAH TANGGA ANAK O - 2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK 

8 ANAK O - 2 TH JAMINAN KESEHATAN 

9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR 

10 ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) 

ANAK 
1 ANAK >2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 % 

>2-6TAHUN 

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA 

NO JUMLAH INDIKATOR 
- SASARAN TINGKAT KONVERGENSI 

YANG DITERlMA SEHARUSNYA DITERIMA 

1 

2 

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA 

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DAI.AM PENCEGAHAN STUNTING 

KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING 
NO BIDANG/KEGJATAN TOTALALOKASIDANA 

ALOKASIDANA % (persrn) 

1 BIDANG PEMBANGUNAN DESA 

2 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
~ 

(1= 
BUPAT ~v~OSOBO, 

~ 
K P. OMO 



Format A Laporan Reall ... l Penyerapan 11, Capalan Keluaran Dana Desa 
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN Ill CAPAIAN KELUARAN DANA DESA 

SAMPAI DENOAN TAHAP ....... TAHON ANOOARAN . . . . . 
PEMERINTAH DESA .. ............ . 

KECAMATAN ............. . 

Pagu Desa : Rp. 

NOIIIIOR URAIAN 
URALUI VOLUME CARA ANOOARAN REALISASI SISA o/o CAPAIAN 

KELUARAN KELUARAN PENOADAAN (Rp.) (Rp.) (Rp.) KELUARAN 

1 2 3 4 5 6 7 18 =6-71 9 
PENDAPATAN 
Pendaoatan Transfer 
DanaDesa 
· TAHAP PERTAMA 
- TAHAP KEDUA 
- TAHAP KErIGA 
JUIIIILAH PENDAPATAN 

BELANJA 
1 BidanQ PenJl#!U!RQQaraan Petnl!rlntahan 
1.1 SubBiciani, 
1.1.1 Keui"tan ............ 

dst ........... .......... 
2 BtdanQ Pelaksanaan Pembanqunan Desa 
2.1. SubBidani, 
2.1.1 Kei,iatan ............ 

dst ........ ............. 
3 BidanQ Pemberdauann M tDesa 
3.1 SubBidana 
3.1.1 Kelliatan ............ 

dst ..................... 
4 BidanQ Pembtnaan KemnRUarakatan 
4 .1 SubBidani, 
4.1.l K.-aiatan .. .......... 

dst ..................... 

5 
Btdang Penanggulangan Bencana, 
Keadaa.n Jlendesak & Keadaan Darurat 

5.1 SubBidani, 
5.1.00. Kelliatan Penano011lani,an Bencana 
5.1.00.5.4 Belania Tak Terdui,a 
5.2 Sub Bidani, 
5.2.00. Kelliatan Keadaan Darurat 
5.2.00.5.4 Belania Tak Terdui,a 
5.3 SubBidani, 
5.3.00 K.-ai" tan Keadaan Mendesak 
5.3.00.5.4 Belania TakTercluea 

1. Bantuan LanllSunll Tunai (BLT} 
BLT Bulan nertama 
BLT Bulan ke . . . . . dst 

JUIIIILAH BELANJA 

PEIIIIBIAYAAN 
Pen1teluaran Pembiavaan 
Penvertaan Modal Desa 
JUIIIILAH PEIIIIBIAYAAN 

JUIIIILAH (PENDAPATAN · BELANJA · PEIIIIBIAYAAN) 

KAUR KEUANGAN 

TENAGA KERJA 
(Orang) 

10 

Li1.W.l-'1ll1..ll Al . ren::1.Lu.n:t..u .UU,l,>d-U n-vuv~vuu 

Nomor /J Tahun 2020 

DURASI 
UPAH(Rpl KPM(KKI (harl) 

11 12 13 

Disetujui oleh, 
(desa),(tanggal, bulan, tahun) 

KEPALA DESA 

BLT (Rp.l 

14 

KET. 

15 



Format B Laporan Reallsasl Penyerapan & Capatan KeJuaran Alol<asl !Jana .uesa 

Pagu Desa Rp. 

NOMOR URAIAN 
URAlAN 

KELUARAN 

1 2 3 
PENDAPATAN 
Pendaoatan Transfer 
Alokasi Dana Desa 
- TAHAP PERTAMA 
- TAHAP KEDUA 
-TAHAP KETIGA 
JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 
l BidanQ Penuelen1111araan Pemerlntahan 
1.1 SubBidana 
1.1.l Kea:iatan ... .. ... .... 

dst ...... ..... ..... ..... 
2 BidanQ Pelaksanaan Pemban.qunan Desa 
2.1. SubBidana 
2.1.1 Kea:iatan ............ 

dst ..................... 
3 BidanQ Pemberdauaan MasJl(U"alc:at Desa 
3. 1 Sub Bidana 
3.1.1 K,,.,.;,.tan .......... .. 

dst ..... ............... . 
4 BidanQ Pembinaan Ke---·--:katan 
4.1 SubBidana 
4.1.1 Kea:iatan ............ 

dst ........ ............. 

5 
Bidang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Mendesak & Keadaan Darurat 

5.1 Ke<ri"tan ............ 
5.1.1 dst ..................... 

JUMLAH BELANJA 

PEMBIAYAAN 
Peni,:eluaran Pembiayaan 
Penvertaan Modal Desa 
JUMLAH PEMBIAYAAN 

JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAANJ 

KAUR KEUANGAN 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN & CAPAIAN KELUARAN ALOKASI DANA DESA 
SAMPAI DENGAN TAHAP ••••••• TAHON ANGGARAN •••.. 

PEMERINTAH DESA •••.•.•••..•••• 
KECAMATAN •••••••••••••• 

VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA %CAPAIAN TENAGA KERJA 
KELUARAN PENGADAAN (Rp.) 

4 s 6 

(Rp.) (Rp.) KELUARAN 

7 (8 = 6 •71 

Disetujui oleh, 
(desa),[tanggal, bulan, tahun) 

KEPALADESA 

9 

(Orang) 

10 

DURASI 
UPAH(Rpl KPM (KKI BLT (Rp.) KET. 

(harl) 

11 12 13 14 15 



Format C Laporan Reallsasl Penyerapan a. Capalan Keluaran Bagl Hasll Pajak dan Retrlbusl Daerah 

LAPORAN RJCALISASI PENYERAPAN a. CAPAIAN KELUARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
SAIIPAI DENGAN TAHAP ... .... TAHUN ANGGARAN ••• •• 

PEMERINTAH DESA •.•.••••••••• •• 
KECAMATAN . . ... . . .. .... . 

Pagu Desa Rp. 

IJRAIAl'l VOLUJm CARA ANGGARA1' REALISASI SISA ' • CAPAIAN TEl'fAGA UJIW'A 
NO:MOR URAIAN 

KELUARAN KELUARAN PENGADAAN fRp. ) (Rp.) (Rp.) KELUARAN fOrang) 

1 2 3 4 5 6 7 18 = 6-71 9 10 
PENDAPATAN 

Pendapatan Transfer 
Dana BalZi Hasil Paiak & Retribusi Daerah 
- TAHAP PERTAMA 
- TAHAP KEDUA 

- TAHAP KETIGA 
JU:MLAH PENDAPATAN 

BELANJA 

1 Btdang Penyelenggaraan Pemerlntahan 

1.1 Sub Bidan11: 

1.1.1 KelZiatan .. .... ..... . 

dst ... ... .. ..... .. ... ... 

2 Btdang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
2 . 1. SubBidan11: 

2 . 1.1 KelZiatan .. ..... .. ... 

dst ........... ... ..... .. 

3 Btdang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

3.1 SubBidano: 
3 . 1.1 Kel!:iatan ....... ..... 

dst .. ................. .. 

4 Btdang Pembtnaan Kemasyarakatan 

4.1 Sub8idan11: 

4.1.1 Ke!tiatan .. .... ...... 

dst ..................... 

5 
Btdang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Mendesak. & Keadaan Darurat 

5 . 1 Kel!:iatan ............ 

5.1.1 dst ... .... .. ... ..... .... 
JU:MLAH BELANJA 

PE:MBIAYAAN 

Pen11:eluaran Pembiavaan 
Penvertaan Modal Desa 
JU:MLAH PE:MBIAYAAN 

JU:MLAH f PENDAPATAN • BELANJA • PE:MBIAYAANI 

KAUR KEUANGAN 

DURASifh arll 

11 

UPAH (Rpl KPM(KKl BLTfRp.) 

12 13 14 

Disetujui oleh, 

(desa),(tanggal, bulan, tahun) 
KEPALA DESA 

KET. 

15 



PETUNJUK PENGISIAN 
1 Kolom 1 diisi denp;an kode Rekeninp; sesuai denp;an APB Desa 
2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belan,ia dan pembi,waan yang menggunakan Dana Desa/ ADD/ Bagi Hasil Pajak Retribusi 
3 Kolom 3 diisi denp;an uraian output. Misal: Pembanp;unan Jalan 
4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter 
5 Kolom 5 diisi denp;an cara penp;adaan. Misal : swakelola 
6 Kolom 6 diisi dengan .iumlah angp;aran 
7 Kolom 7 diisi denp;an jumlah realisasi 
8 Kolom 8 diisi denp;an selisih antara anggaran dan realisasi 
9 Kolom 9 diisi denp;an persentase capaian output denp;an perhitunp;an seb~ai berikut: 

a. Kegiatan pembanp;unan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto 
b. Kep;iatan non fisik dihitung dengan cara : 

- Penyelesaian kertas kerja/ keranp;ka acuan kex:ia yang memuat latar belakang, tu_iuan, lokasi/ sasaran dan angp;aran sebesar 30%; 
- Undanp;an pelaksanaan kep;iatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; 
- Kep;iatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan 
- Laporan Pelaksanaan Kep;iatan dan Foto, sebesar 100%. 

10 Kolom 10, 11 dan 12 dalam ranp;ka pelaksanaan program padat karya tuai yang diisi hanya untuk kep;iat 
kep;iatan pem banp;unan fisik. 

11 Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal : Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) 

BO, 



Lampiran XII : Peratlllan Bupati Wonosobo 
Nomoi/J-Tal1w1 2020 

TABEL REFERE.IISI DATA BIDA.110 , KEGIATA.11, URAIA.lf OUTPUT, SATUA.11 OUTPUT 

Reltening 
a b c 

1 1 

BIDA.110, SUB BIDA.110, dan KEGIATA.11 

BIDA.110 PENYELE.IIGGARAA.11 PEMERINTAHA.11 
m >.A A 

Bidang Penyelenggarnan Pemetintaltan Desa berisi sub 
bidang dan kegiatan yang digunakan untuk 
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintaltan 
Desa yang mencakup: 

Sub Bldang Penyelenggaraan Belanja Pe ngltaallan 
Tetap, Tunjanpn dan Operaalonal Pemerlntaban 
De- (Makalmal 30 % untuk lteglatan 1-7) 

1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala 
Desa 

1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Perangkat Desa 

1 1 03 Penyediaan Jam inan Sosial bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 
Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan 
perkantoran, pakaian dinas/ atribu t, listrik/ telpon, di!) 

1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 

1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, 
makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian 
Seragam, perjalanan dines, listrik/ t.elpon, dll) 

I 07 Penyediaan lusentif/ Operasional RT/ RW 

1 90 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja 
99 Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 

Pemerintahan Desa 

1 2 Sub Bldang Sarana dan Praaarana Pemerlntaban 
In.. •• 

1 2 0 1 Penyediaan sarana (aset t.etap) 
perkantoran/ pemerintaban 

1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 

Penjelaaan Keglatan Uralan Output 

Kegiatan ini me11rok:up penyediaan penghasilan tetap dan Penghasilan Tetap Kepala Desa 
tu r,jangan Kepala Desa khususnya yar,g berasal dari APBDesa 
selain dari pengelolaar, Tanah Kas Desa 

Tunjangan Kepala Desa 

Kegiatan ini mencakup pe11yediaart penghasilar, tetap dan Penghasilan Tetap Perangkat Desa 
tunjangan Perangkat Desa kltuSusnya ya,,g berasal dari 
APBDesa sela in dari pengelolaart TanahKas Desa 

Tunjangan Perangkat Desa 

Dipergwiakan u11tuk penyediaan jam inan sosial (khususn.ya Jaminan Sosial Kepala Desa 
untuk angsuran BPJS Keseltatan) Kepala Desa dan Perangkat 
Desa yang berasal dari APBDesa selain dari pengelolaari 
Tanah Kas Desa, Untuk BPJS Ketenagakerjaari dapat diberikan 
sepanjang diatur dalam Perbup Daftar Kewenangan 
Desai Penqelolaan Keuanqan Desa 

Jaminan Sosial Perangkat Desa 

Temiasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 
Operasional Pemerintah Desa, misalnya untuk ATK (sesuai 
kebutuhan), Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium 
Petugas yang terkait de11ga11 operasional Pemerintah Desa, 
Perlengkapart Perkantorar~ Pengadaan Pakaian Dinas dan 
AtTibut Kepala Desa dan Atributnya, Perjalanan Dinas, 
Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet, Majalah/ Surat 
Kabar, Pos dan Giro, dan Lain-lain 
Kegiatan ini mencakup penyediaan tunjangar, BPD, baik Tunjangan BPD 
turtjangw, Ked11dukar1 dwt. Tunjwigan Kinerja BPD. 

Tem,asuk dalarn kegiatan ini adalah Pertyediaar, Operasional Operasional BPD 
BPD, misalnya untuk ATK (sesuai kebutuhwt), Honorarium 
Petugas/Operator/Tenaga Sto.f BPD, Perjalanart Dinas, 
Perlertgkapw, Perkarttorar~ Pengadaart Pakaian Dirtas dan 
Atribut BPD dart Atributnya (Separ,jang d iatur oleh Perbup 
Daftar Kewenangan}, Pembayaran Jasa Listrik, Telepo,~ Air, 
Internet, Majalah/ Surat Kabar, Pos dar, Giro. Dan Lain- lain. 

Kegiatan ini mencakup penyediaar, irisentif untuk RT/ RW yartg Operasional RT / RW 
pemberianr,ya berupa bantuan kelembagaan (Gelondongart dw1 
berupa paketdart diatur lebih lanjut dalarn Perbup Pengelolaan 
Keua,,gw, Deso. dengar, 11ama: Penyediaan 
Operasional/ lnsentif RT/ RWJ 

Termasuk da lam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan <Sebutkan ... . > 

Penghasilan Tetap, Tunjarigar, dart Operasiortal Lainnya 
seperti: Penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa lair111ya, 
yang berasal dari pengelolaan tanah Kas Desa (Sesuai 
ketentuan Pasal 100 ayat (3) PP 47/2015); Pemberiart Tal i Asih 
untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari 
Pengelolaar, Tanah Kas Desa atau Bantuart Keuangan Kltusus 
(Pasal 13 Permendagri 20/2018) atau Operasional lain yang 
terkait dertgan alokasi Bantuan Keuangan Khusus . sepanjang 
diatur lebih lanjut oleh Perbup/ Perwali. Kegiatar, tambahan ini 
diluar perhitungan 30% untuk operasiortal perkar1tora,1. 

Temiasuk dalarn kegiatart ini adalah untuk l{endaman Roda 4 
Penyediaart/ Pengadaan Sarona (Aset Tetap) Perkantoran/ 
Pemerintahan berupa Pertyediaan Modal Pera latan ( Mebeulair, 
Komputer, Dapur dar, lain-lain), Kendaraar,, dari Mesil1 yang 
terkait denaar, venoadaart sarana perkantoran 

Kendaraan Roda 2 
Mebelrur Kantor 
Komputer 
Prasarana Kantor Lainnya 

Tem,asuk dalam kegiatar, ini adalah untuk Pemeliharaart Pemeliharaan Gedung dan 
Gedung dart Prasarana Perkantoran (I'aman di Kantor, Ruang Prasarana Perkantoran 
Pelayanan, dart lain-lain}, dapat berupa Cat U/ang, perbaikan 
ri11gan, dart lain-lain, sepanjang bukan/tidak menarnbah 11m11r 
ekonomis aset tetap sesuai dengan kebijakan ak:untar,si 
tentafl!/ kapitalisasi aset 

Satuan 
Output 

OB 
(Orang/Bulan 
) 

OB 
(Orang/Bulan 
) 

OB 
(Orang/Bulan 
) 

OB 
(Orang/Bulan 
) 

OP 
(Orang/Paket) 

OP 
(Orang/Paket) 

Paket 

OB 
(Orang/Bnlan 
) 

Paket 

Paket 

<Sebutkar, 
Satuan 
sesuai 
kegiatan> 

Unit 

Unit 
Unit 
Unit 

Unit 

Unit 



TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAJr, URAIAlf OUTPUT, SATUAlf OUTPUT 

Rekenlng 
a b c 

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAlf 

1 2 03 Pembangunan/Rebabilitasif Peningkatan 
Gedung/Prasarana Kantor Desa•• 

1 2 90 Jain-Jain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana 
99 pemerintaban Desa• 

1 

1 

3 Sub Bldang Adrnlnlatraal Kependudukan, 
: Pencatatan "'ft" 8tat!atlk dan Kearlll.nan 

3 0 l Pelayanan adm.inistrasi umum dan kependudukan 
(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, 
Kartu Keluarga, cLll) 

3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemuta.khiran Profil Desa 
(profil kependudukan dan potensi desa)-

3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan 
desa 

3 04 Penyuluban dan Penyadaran Masyarakat t.entang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara 
Partisipatif 

3 90 lain-Jain kegiatan sub bidang administrasi 
99 kepe1ldudukan, pencatatan sipil, st:atistik dan 

kearsipan• 

4 Bub Bldang Tata Praja Pemerlntahan, Perencanaan, 
IKeu•n-n dan Pela=••n 

4 01 Penyelenggaraan Musyawarab Perencanaan 
Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, 
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, ell., bersifat 
reguler) 

4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jainnya (musdus, 
rembug ,varga, dll. , yang bersifat non-reguler sesuai 
kebutuhan desa) 

4 03 Penyusunan Dolrumen Perencanaan Desa 
(RPJMDes/RKPDes,clll) 

4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ 
APBDes Perubaban/ LPJ APBDes, dan seluruh 
dokumen terkaitj 

Penjelasan Kegiatan 

Temiasuk dalam kegiatw, ini adalah untuk Pe111bangunan Tanah 
Gedung Baru atau Rehabilitasi/ Penambaha11 Gedung Kw,tor 
(Menwnbah Ruang Pelayanan, Ruang Menyusui, Toilet, dw, 
lain-lain) atau Prasarana Perkantoran (fanah, Lahan Parkir, 
Halwrum/Taman di Kantor, Pagar, dan lain-lain), yang 
111enambah umur ekonomis aset tetap sesuai dengan kebijakan 
aku11tansi te11tw1a kavitalisasi aset. 

Uralan Output 

Bangunan 
Halaman dan Area Parkir I<at1tor 
Rebabilitasi/ Peningka tan 
Bang,man 

Rehabilitasi/ Peningkatan Halrunan 
dan Area Parkir Kantor 

Kegiataft i11i 111e11cakup penyediaa11 sarana da11 prasarana <Sebutkan .... > 

kantor lai,mya yartg tidak teroouer kegiatan-kegiata11 di 
atasftya Misa/ Pe11yediaan Modal u11tt1k Twiah Desa untuk 
Perkwrtoran (sepanjang memiliki sumber dari selain DD) 

Kegiatan ini mencakup Penyelenggaraan pelayanan Pelayanan Administrasi Umum dan 
ad111i11istrasi umw11 dwi kependudukan di Desa tem1asuk Kependudukan 
didalamnya pembuatan sumt menyurat pelayanw, 
Kependuduka,~ Peftyediaan pe,jalw1wi di,ias bagi Sta/ yang 
111embantu proses pe11yelesaikw1 /aya11a11 kependudukan dari 
Desa ke Keew11atan/ Kabupate11, Pembuata11/ pembelian 
sistem/ hardware untuk pelayanan administrasi 

Kegiatan ini mencak-up penyuswta11/ pendataan/ pemutakhiran Dokumen Profil Desa (profil 
profil desa termasuk didalanmya berupa survey dan kependudukan dan potensi desa) 
pendataw1/ pemutakhiran kependudukan 
Pembuatwl/ pe111belian siste111/ hardware 1111tuk pe11dataan dan 
pe11111takhirw1 profi/ Desa. Dan lain-lain 

Kegiatan ini mer1Cakup per,gelolaw, administrasi daft kearsipan Pengelolaru1 administrasi dan 
pemerintah desa Dapat termasuk di dalamnya kearsipan pemerintahan desa 
Pembuatan/ pe111beliaft sistem/ hardware untuk pengelolarut 
administrasi dan kearsipan, dan lain-lain 

Kegiatan i11i mencakup pemberian pe11y11luhan dan informasi Penyuluban Kependudukan dan 
melalui medial papan infom,asi untuk periyadaran masyarakat Pencatatan Sipil 
tentang kependudukan dan pencatatwt sipil, dan lain-lain 

Kegiat.an ini metlcakup pemetaan dan analisis kemiskinan Dokumen Pemetaan Kemisldnan 
desa secara partisipatif. Temiasuk di dalamnya survey dan Desa secara Partisipatif 
pendataan/ pemutakhiran data kemiskinan 

Kegiatw1 ini mencak-up kegiat.an lain-lain sub bidang <Sebutkan .... > 
administrasi kepcrtdudukan, pencatatan sipil, statistik dan 
kearsipan 

Kegiatan ini mencakup pe11yelenggaraan Musyawamh Desa, Terselenggaranya Musyawarab 
Musyawarah Pere1100naan Pembangunan Desa atau pra Desa Reguler 
Musyawarah Perencanaan Desa yang digunakan 1111tuk 
perencanaan/ Pembahasan APBDes yw1g bersifat reguler 

Kegiatan ini mencak-up pe11yelenggaraan Musyawarah Desa Terselenggaranya Musyawarab 
atau, Musyawarah Perenewwan Pembanguriw, Desa yang Desa Non Reguler 
bersifat non-reguler atau khusus, semisal untuk pe11ganggarar1 
bencana dan kegiatan mendesak atau darurat yw,g dihadapi 
desa. 

Kegiatan ini menoaA.--up proses pe11yusunwi dokumen Dokumen Perencanaan Desa 
pere1100naat1 desa baik RPJMDesa ataupun RKPDesa, diluar 
kegiatan Musdes dan Musretlbangdesa, misal mpat tim kecil, 
konsultasi daft lain-lain. 

Kegiatan ini mellOOkup proses pe11yusunan dok-umen Dokumen Keuangan Desa 
pengw,ggaran desa baik APBDesa ataupun APBDesa 
Perubahan, dan Penyusunaft U'J APBDesa, misal untuk rapat 
tim kecil, konsultasi dan lain-lain. 

1 4 05 Pengelolaan/ Administrasi/lnventarisasi/Penilaian Aset Kegiatan ifti mencakup Terselenggaranya Pengelolaan 
Desa Pengelolawl/ Admiftistrasi/ Inuentarisasi/ Penilaian Aset Desa, Administrasi A.set Desa 

111isa/ untuk rapa.t ti111 kecil, inuentarisasi dan pellOOtatan aset 
desa, konsultasi, 111endatangka11 tim penilai dan lain-lain. 

1112 

Satuan 
Output 

Unit 
Unit 
Unit 

Unit 

<Sebutkan 
Satuan 
sesuai 
kegiatan> 

Paket 

Paket 

Paket 

Kali 

Paket 

<Sebutkan 
Satuan 
sesuai 
keqiatan> 

Kali 

Kali 

Paket 

Paket 

Paket 

1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, ell -
diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) 

Kegiatw, ifti merioal...-up proses penyusunan Kebijakan Desa di Dokumen Kebijakan Desa non Paket 

4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa (Japoran akhir tal1un angganUJ., 
laporan akltir masajabatan, laporan ket.erangan akbir 
tabun anggaran, informasi kepada masyarakat) 

l 4· 08 Pengembangan Sistem lnformasi Desa 

luar dokumen perencanaan pembangunan dan keuw,gan, Rencana Pembangunan/Keuangan 
dapat berupa rapat tim kecil, konsultasi dan lain-lain. 

Kegiatan ini mencakup proses penyusunw, Laporan Kepala Laporan Penyelenggaraan 
Desai Penyeleftggaraan Pemerintahan Desa (/aporan akhir PemeLintahan Desa 
tahuft anggara11, laporan akhir niasa jabatan, laporan 
keterangan akhir tahun anggaran, iriformasi kepada 
masyarakat), misal untuk mpat tim keci~ k011SUltasi dwi 
pelaporan, serta pengunggahaft ke media irifom1asi, daft lain-
lain 

Paket 

Kegiataft ini mencakup kegiatan pengembangaft sistem Terciptanya Sistem lnforma i Desa Paket 
infomiasi desa Seperti misal pembuatan/ pembelian sistem 

I oelatihan ooerator. Dan lain-lain. 



TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, 'CIRAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT 

Rekenlng 
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelaun Keglatan Uraian Output 

Satuan 
a b C Output 

1 4 09 Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Peme1intahan Kegiatan ini mencakup kegiatw, koordinasi atau ke,jasama Terselenggaranya Paket 
dan Pembangunan Desa (Antar penyelenggaraan pemerinlahan dan pembangunan desa baik Koordinasi/Kerjasama 
Desa/Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)..., yw,g antar desa da/am 1 kecamatan, antar kecamatan. atau Penyelenggaraan Peme,inwban den 

an tar kabupaJen, serta pihak ketiga, Pembangunan Desa 

l 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Kegiatan irti mencaA."'Up kegiatan dukungan pelaksanaan Terselenggaranya Dukuugan Paket 
Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pelaksanaan dan Sosialisa,i 
(yang menjadi wewenang Desa) Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa), dan lain-lain Pil.kades, Pemiliban Kepala 

Kewilayahan, dan BPD 

1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan Kegiata,i ini mencakup kegiatan Penyelenggaraan Lomba rutlar Penyelenggaraen Lomba antar Kali 
pengiriman kontingen dalrun mengilruti Lomba Desa kewilayahrut drut pengiriman kontingen da/wn mengik-.,ti lomba Kewilayahan 

desa. 

Pengirimen kontingen Lomba Desa Kali 

1 4 90 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, Kegiatw, ini mencak-up lain-lain kegiatwt sub bidang tata praja <Sebutkan ... > <Sebutkwi 
99 perencanaan, keuengan den pelaporan* pemerintahan, perencwtaan, keuangrut dan pe/aporan yang Satuan 

be/um ada dalam kegiatan di atas. sesuai 
kegiatw,> 

1 5 Sub Bldang Pertanahan 
1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa Kegiatw, ini mencakup sertifikasi tanah kas desa yang meliputi Sertifikat Tanah Desa Unit 

semua vroses samoai sertifikat tersebut terbit. 

1 5 02 Administ:rasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, den Kegiatan ini mencakup proses Administrasi PertWtahan Terselengggamnya Administ:rasi Paket 
Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan 

Pertanahwt). 

1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin Kegiatan ini mencakup kegiatan fasi/itasi sertifikasi tanah Sertifikat Tanah Masyaraka t Miskin Unit 
untuk masyarakat miskir1 khususnya untuk mem.mjw1g 
keaiatrut Prona Pertanahan. 

1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan Kegiatan ini mencakup kegiata/l memediasi konflik perta,whan Terselenggaranya Mediasi Ronflik Paket 
ska/a desa yang menjadi kewenangannya Kegiatannya dapat Perta.nahan 
berupa rapa4 konsultasi ke dinas/ badw, terkait, dan lain-lain 

1 5 05 Penyuluhan Pertanaban Kegiata11 ini mencakup kegiatan penyuluhrut pertanahan ska/a Terselenggarar1ya Penyuluhan Kali 
desa ya,rg menjadi kewenangannya. Pertanahan 

1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kegiatan ;ni mencaA."'Up kegiatan Administrasi PBB yang Terselenggarenya Administresi PBB Paket 
menjadi kewenangannya. 

1 5 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Kegiatan ini mencak"'Up kegiatan Penentuan/ Penegasan/ Batas Tanah Desa Unit 
TanahDesa *" Pembangu11an Batas/ Patak Tanah Desa ya11g menjadi 

kewenangannya. Kegiatan dapat berupa rapat awal, konsultasi 
ke Dinas/ Badan terkait, drut lain-lain 

1 5 90 lain-lain kegiatan sub bidang pertanahen• Kegiatall ini memnkup kegiatan lain-lain sub bida,,g <Sebtitkan . ... > <Sebtttkan 
99 perta1111han yang belum tercantum di atas. Saluan 

sesuai 
keqiata,1> 

2 BIDANG PELAKBANAAN PEMBANGUNAN DEBA 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub 
bideng dan kegiatan dalam pemba.ngunan pendidiken, 
kesehatan, pekerjaan umum, den lain-la.in. 
Pembangunan tida.k berarti hanya pembangunan 
secara fisik a.ken teta.pi juga terkait dengan 
pembengunan non fisik seperti pengembangan den 
pembinaan, bidang ini mencakup: 

2 1 Sub Bldang Pendldlkan 
2 1 01 Penyelenggaman PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mad.rasah Kegiata,1 ini menoakup kegiatan penyelenggaraan Operasional Paket 

Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, PA UD/TK/TPA/TKA/TPQI Madrasah no11 formal yw1g menjadi PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa 
Pakaian Sera.gem, Operasional, dstj milik Desa (bukw, milik kelompok masyarakat/ yayasan/ onnas h Non-Formal Milik Desa 

tertentu di desa) yang me,ijadi kewenangaimya.dia11ggarkw1 
sepatijang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/k"'Urang 
dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari 
APBDesa. 

2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarena Kegiatan ini mencakup kegiatan duktmga11 pe11yele11ggararut Dukungen Penyelenggaraan PAUD Paket 
PAUD, dstj PAUD/TK/TPA/TKA/TPQI Madrasah non formal yang bukwi non Milik Desa 

milik Desa (milik kelompok masyarakat I yayasan/ onnas 
tertentu di desa) berupa kegiatan penyerahan barang yang 
diberikan kepada masyarakat (misal APE, ba/111T1 bangunan, 
atm, sarana PAUD), tidak diperkenwtkall diberikall berupa 
uang tu1tai (Penganggaran diberikan sepanjw,g PAUD atau 
sejenis tersebut tidak mampu/ kurang dalam operasiona.lnya 
dan perlu mendapatkart bantuan dari APBDesa) 

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendicliken bagi Kegiatan ini mencaA."'Up kegiatan penyuluhw, dan pelatihan Jumlah Peserta Penyuluha--. den Orang 
Masyarakat pendidikwt bagi masyarakat yang menjadi kewenangannya. Pelatiban Pendidiken bagi 

Masyarakat 

2 1 04 Pemeliharaan Sarena dan Prasarana Kegiatan ini mencakup kegiatan Pemelihararut Sarona dan Pemeliharaen Sarena den Unit 
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar PrasarWlll Perpustakawt/Taman Baoaan Desai Sangga r Prasarana Perpustakaan/Tamen 
Milik Desa ** Be/ajar yang menjadi Milik Desa (bukan milik kelompok Bacaan Desa/ Sanggar Belljar 

masyarakat/ yayasa,1 / ormas tertentu di des a). Milik Desa 



TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAli OUTPUT, SATUAN OUTPUT 

Rekening 
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Pe njeluan Keglatan Uralan Output 

Satuan 
a b C Output 
2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kegiatan ini menoakup kegiatan Pemeliharaw1 Sarana dan Pemelibaraan Sarana dan Unit 

PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Prasarana PAUD/TK/TPA/1'KA /TPQ/ Madrasah Non-Formal Prasarana 
Desa .. yang menjadi Milik Desa {bukan milik kelompok masyarakat PAUD / TK/TPA/ Tl<A/ TPQ/Madrasa 

I yayasan / ormas tertentu di desa). h Non-Formal Milik Desa 

2 1 06 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pe1lingkatan/ Pengadaan Kegiatan im mencnkup kegiatan Tanah wituk PAUD/ m2 
Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkarw,/ Pengadaa.n Sarana/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-
TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasal1 Non-Formal Milik Desa .. Prasarw,a/ A /at Peraga. Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA Formal Milik Desa 

/TPQ/ Madrasah Non-Formal yang menjadi Milik Desa (bukan 
m.ilik kelompok masyarakat /yayasan /ormas tertentu di 

Gedung/ Bangwian PAUD/ Unit 
TK/ TPA/ TI<A/ TPQ/ Madrasab Non-
Formal Milik Desa 

Buku dan Pelajaran PAUD/ Unit 
TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-
Formal Milik Desa 

Alat Peraga Eclukatif (APE) Unit 
Mebelair PAUD/ Unit 
TK/ TPA/ Tl<A/ TPQ/ Madrasah Non-
Formal Milik Desa 

Saran/ Prasarana PAIJD/ Unit 
TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Mad.rasah Non-
Formal Milik Desa Lainnya 

Rehabilitasi/ Peningkatan Unit 
Sarana/ Prasarana/ APE PAUD/ 
TK/ TPA/ TI<A/ TPQ/ Mad.rasah Non-
Formal Milik Desa 

2 1 07 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Kegiatan ini mencnkup kegiata.n Pembangunan bani prasarana Ta.nab untuk Perpustakaan/ Taman m2 
Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Perpustakaan/Taman. Bacnan Desai Sanggar Belajaratau Bacaan/ Sanggar Belajar 
Sanggar Belajar Milik Desa•• Rehabilitasi/ Peni11gkata11 Prasarana atau pengadaan Sarana 

Perpustakaa11/Tw11an. Bacnan Desai Sanggar Be/ajar yang 
menjadi Milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat 
I yayasan I ormas tertentu di desa). 

Ged.ung/ Bangunan Unit 
Perpustakaan/ Taman 
Bacaan/ Sanggar Belajar 

Mebelair Perpustakaan/ Taman Unit 
Bacaan/ Sanggru· Bela jar 

Sarana Perpustakaan/ Taman Unit 
Bacaan/ Sanggar Bela.jar Lainnya 

Reha bilitasi/ Peningkatan 
Sarana/ Prasarana 
Perpustakaan/ Taman Bacaan 
Desa/ Sanggru· Bela jar 

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengad.aan Kegiatan ini mencnkup kegiatan Pengelo/aan Perpustakaan Terselenggru:anya Operasional Paket 
Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk yang menjadi Mi/ik Desa. Perpustakaan/ Taman 
Perpustakaan/ Tamru1 Baca.an Desa) Bacaan/Sanggar Belajar Lamnya 

2 1 09 Pengembangan d.an Pembina.an Sanggar Seni dan Kegiatan 
. . 

mencnkup kegiatan Pengembangan dan Tanah nutuk Sanggar Seni clan m2 tftl 

Belajar Pembinaan Sanggar Seni dan Be/ajar yang menjadi M ilik Desa. Belajar 

Ged.ung/ Bangunan Sanggru Seni Unit 
dan Belajar 

Peralatan Kesenian Unit 
Me be lair Sanggru· Sen.i dru1 Bela jar Unit 

Sarrul8 Sanggar Seni d.an & lajar Unit 
Lainnya 

2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi Kegiatan ini mencnkup pemberian beasiswa bagi siswa miskin J umlah Siswa Penerima Bea Siswa Orru1g 
atau berprestasi, mekw,isme pemberian beasiswa diatur /ebih 
lw!ft.,t dalam perbup/ perwal pengelolaw, keuangw1 desa 

2 1 90 lain-la.in kegiatan su b bidang pendidikan* Kegiatan ini mencnkup kegiatan lain-lain sub bidang <Sebu tkan .... > <Sebutkan 
99 pendidikan yang be/um t.ercantum di atas. Semisal untuk Satuan 

pengadaan tanah wituk prasarana pendidikan yw,g pada sesuai 
tahw, berke11aan be/um dibangun (sepanjw,g memiliki sumber kegiatan> 
dari selain DD) 

2 2 Sub Bldang Keaebatan 
2 2 01 Penyelenggru·aan Pos Kesehalall Desa (PKD)/ Polind.es Kegiatan ini mencnkup kegiatan penyelenggaraan Pos Obat-obatan Paket 

Milik Desa (Obat-obalall; Tambahan lllsentifBiclan Kesehatan Desa (PKDJ/ Polindes yw,g me1,jadi milik Desa 
Desa/ Perawat Desa; Penyed.iaru1 Pelayanan KB dan (bukan milik kelompok masyarakat/ yayasan/ ormas tertentu di 
Alat I<ontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) desa) yang menjadi kewenangannya. 

Jumlah Peserta KB Kontrasepsi Orang 
keluarga Miskin 

Terselenggaranya Operasional Pos Paket 
Kesebatan Desa (PKD)/Polindes 
Milik Desa Lainnya 

2 2 02 Penyelenggaraan Posya11d.u (Mak= Tambahan, Kegiatan ini mencnkup kegiatan penyelenggaraan Posyandu MakaJlan Tambaban Unit 
Kelas lbu Hamil, Kelas Lansia, l11se11tif Kader baik Posyandu Ba/ital Lansia atau Posyandu milik desa 
Posyandu) lainnya 

Jumlah !bu Hamil Orang 
Jumlah Lansia Orang 



TABEL REFEREl'lBI DATA BIDANO, KEOJATAN, URAIAl'l OUTPUT, SATUAN OUTPUT 

Rekenlng 
a b c 

BIDANO, BUB BIDANO, dan KEGIATAN 

2 2 03 Penyuluba.n dan Pelatiban Bidang Kesehatan (untuk 
Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, clll} 

2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 

Penjelaaan Keglatan Uralan Output 
Batuan 
Output 

Terselenggaranya Operasional Pos Paket 
Kesehatan Desa (PKD)/Polindes 
Milik Desa Lainnya 

Kegiatan ini mencak:up kegiatan penyuluha11 dan pelatiha11 Jumlab Peserta Penyuluban dan 
bida11g kesehatan bagi masyarakat, te11aga kesehataJ, kader Pelatihan Bidang Kesehatan 
kesehatan yQJlg me11jadi kewe11a11gan11ya. 

Kegiatan ini mencak:up kegiatQJI penyelenggaraan Desa Siaga Ambulance 
Kesehal.aJI. Penyediaan yQJlg dialokasikan dapat berupa 
Penyediaan Bamng dan Jasa tem,asuk Pemeliltaraan Mobil 
Slaga/ Ambulance Deso, atau pengadoan Mobil Siaga 
{Separljo11g dialokasikan dalam Penyediaan Bantuw, Kltusus 
oleh Pemerinta.h Kabupaten/ Koto/ Prouinsi), atau pengadaan 
Ambulance Desa. Catatat~ Kegiatan ini tidok boleh tumpang 
tindih denqan keqiatan lain di bidruui kesehatan. 

Penyelenggaraan Desa Siaga 
Kesehatan Lainnya 

Orang 

Unit 

Paket 

2 2 05 Pembinaan Palang Merab Remaja (PMR) tingkat desa Kegiatan illi mencnkup kegiatan Pembinaan Pala.ng Merah Jumlab (frekwensij Pembinaan Kali 
Remojo {PMR) tingle.at desa. PaJang Merab Remaja (PMR) tingkat 

desa 

2 2 06 Pengasuban Bersama a tau Bina Keluarga Balita (8KB) Kegiatan ini mencak:up kegiatan Pengasuhw, Bersama atau Jumlab Pengasuhan Bersarua atau Orang 

2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan 
TradisionaJ 

2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana 
Posyandu/Polindes/PKD 

2 2 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 
Sarana/ Prasarana Posyandu/Polincles/PKD ... 

2 2 90 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan• 
99 

2 3 Bub Bldang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 01 Pemeliharaan Jalan Oesa 

3 02 PemeWlllJ'8.an Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 

3 03 PemeliharaanJaJan Usaha Tani 

3 04 Pemeliharaan Jembatan Mili.k Desa 

3 05 Pemelibaraan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, 
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan 
lain) 

3 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai 
Kemasyarakatan 

3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs 
Bersejarab Milik Desa/Petilasan Milik Desa 

3 08 Pemeliharaan Em bung Milik Desa 

Bina Keluarga Bali to (BKB) tingkat desa. Bina Keluarga Balita (BKB) 

Terselenggaranya Operasional 
Pengasuhan Bersama atau Bina 
Keluarga Balita (8KB) 

Kegiatan ini mencak:up kegiata.n Pembir1D0.1t dan Pengawasan Terselenggaranya Pembinaan dan 
Upaya Kesehata.n Tradisional tingkat desa. Pengawasan Upaya Kesebatan 

TradisionaJ 

Kegiatan ini mencak:up kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana/Prasarana 
Sarona/ Prasarru1a Posyandu/ Polindes/ PKD Milik Des a. Posyandu/ Polindes/PKD 

Kegiatan ini mencak:up kegiatan Pembanguna.n ba.ru Prasararia Ta.nab Posyandu/Polindes/J>KD 
Posyruu1u/ Polindes/ PKD Milik Desa. Atau berbentuk 
Rehabi/itasi/ Peningkatan Prasarruia dan perl!Jadaan Sarru1a 
Posuandu/ Poli,1des/ PKD Milik Desa. 

Paket 

Paket 

Unit 

m2 

Gedung/Bangunan Unit 
Posyandu/Polindes/PKD 

Mebelair Posyandu/Polindea/PKD Unit 

Peralatan Kesehatan Unit 
Posyandu/Polindes/PKD 

Sarana Posyandu/Polindes/PKD Unit 
Lainnya 

Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang kesehatan <Sebutkan .... > 

yrulfl be/um tercantum di atas sebagai co11t.ohpe11gadaan taJ1ah 
untuk prasara.na kesehatan Yarl!J pada tahun berkenaan be/um 
dibangun (sepanjarl!J memiliki swnber dari selain DD) 

Kegiatan ini mencak:up pemeliharaan Jalan Desa (Separljang PemeilbaraanJaJan Desa 
tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebogai Belanja Modal 
menurut kebiiakan a.ku11tansi setemnnfl 

Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Jala.n Lingk:ungan atau Pemeliharaan JaJan Lingkungan 
permuldman atau Gang di Desa {Sepruijang tidok masuk dolam Permulriman/Gang 
kategori kapita/isasi sebagoi Penyediaan Modal menurut 
kebiiaka.n ok:untansi setempat/ 

Kegiata.n ini mencakup pemelihaman Ja/a,1 Usaha Tw1i, Jalan Jalan Usaha Tani 
menuju Sawah, dw, lain-lain (Sepanjarl!J t.idak masuk dalam 
kategori kapitalisasi sebagai Penyediaw, Modal menurut 
kebijakwi a.kuntonsi setempat) 

Kegiatru, ini mencak:up pemeliharaan Jembata,1 {Sepanjru1g Jembatan Milik Desa 
tidak 11,asuk dalam kategori kapitalisasi sebogai Penyediaan 
Modal menurut kebiiakan a.kuntru,si setemoat) 

Kegiata,1 ini mencakup pemelihaman prasarruia Jalan Desa Pemelibaraan Prasarana Jalan 
seperti Gorong-gorong, Seloka11, Box/ Slab Culvert, Dminase di Desa (Gorong-gorong, Selokm, 
tepi jala11, dan Prasarana Jo/an lain (Sepanjang tidak masuk Box/Slab Culvert, Drainase, 
dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut Prasara11a JaJan lain) 
kebijaka11 ak:unlru,si setempat) 

Kegiatan ini menca.k:up pemeliharaw, Pemeliharaan Gedung Balai 
Bangunan/Gedung/Prasarwia Balai Desa atau Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 
Kemasyarakat.an di De.sa (Sepanjang tidak masuk dalam 
kategori kapitalisasi sebagai Bela.nja Modal meruuut kebijakan 
a.kuntansi setempat) 

Kegiatan ini merwak:up pemelihaman Bangunan Pemakaman Pemeliharaan Pemakaman Milik 
Milik Desa/ Situs Bersejamh Milik Desai Petilasan Milik Desa Desa/ Situs Bersejarah Milik 
(Sepanja,19 tidak masuk dalam ka.tegori kapitalisasi sebagai Desa/Petilasan Milik Desa 
Belanja Modal menurut kebijakan ak:untansi setempat} 

Kegiatan ini mencaA.-,,p pemeliltaraan Embung Mi/ik Desa Pemeliharaan Embung Desn 
{Sepanjang tidak masuk da/run kategori kapitalisasi sebagai 
Belania Modal menurut kebiinknn ak:untansi setemoat/ 

<Sebutkan 
Satuan 
sesttai 
kegiatan> 

meter(m) 

meter(m) 

meter (m) 

Unit 

meter (m) 

Unit 

Unit 

Unit 



TABEL REFERE1'8J DATA BIDA1'O , KEGIATA1', URAI.A1' OUTPUT, SATUA1' OUTPUT 

Rekenlng 
a b c 

BIDA1'O, SUB BIDA1'O, dan KEGIATA1' 

2 

2 

2 

2 

2 

3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 

3 10 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan 
JalanDesa •• 

3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan 
Jalan Lingkungan Permukiman/Gang .. 

3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan 
Jalan Usaha Tani .. 

3 13 Pem bangunan/ Reha.bilitasi/ Peningkata.n/ Pengerasa.n 
Jembatan Milik Desa .. 

2 3 14 Pembanguna.n/Rehabilitasif Peningkatan Prasarana 
Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab 
Culvert, Drainase, Prasarana Jalan laul) .. 

2 3 15 Pembangunan/Rehabilitasif Peningkatan Balai 
Desa/Balai Kemasyarakatan•• 

2 3 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman 
Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasa.n 

2 3 17 Pembuatan/Pemuta.khiran Peta Wilayah dan Sosial 
Desa ... 

Penjelaaan Keglatan Uralan Output 

Kegiatart ini mencakup pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan 
Mom,men./Gapura/ Batas Desa (Sepan.jang tidak masuk dalam Monumen/Gapura/Batas Desa 
kategori kapitalisasi sebagai Belan.ja Modal menurut kebijakan 
akuntansi setemnatl 

Kegiatan ini mencakup Pembwigurum Jalan Desa yang baru Jalan Desa 
atau Rehnbilitasi/ Peningkatan./ Pengerasan Jalan/ Prasarana 
atas Jalw, Desa yang telah ada (Separija,ig masuk da/0111 
kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakw, 
akuntansi seternoot). 

Satuan 
Output 

Unit 

meter(m) 

Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras meter (m) 
an Jalan Desa 

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Pemukiman/Gang 
Permukimart/ Gang yang Baru) atau 
Rehnbilitasi/ Peningkatart/ Pengeras011 atas Jalan Lingkungan 
Permukiman/Gang yang telah ada (Sepanjang rnasuk dalam 
kategori kapitalisasi sebagai Belwija Modal menurut kebijakan 
akuntansi seternpat) 

meter(m) 

Rehabilitasi/Peningkatan/Pe geras meter (m) 
an Jalan Lingkungan Permukiman/ 
Gang 

Kegiatan ini rnencakup Pembangunan Jalan Usaha Tani/ Jalan. Pembangunan Jalan Usaha 1ani 
Persawahw, yang baru a tau 
RehabiUtasi/ Peningkatan/ Pengerasan atas Jalan Usaha 
Tw,i/ Persawahan yang telah ada (Sepanjang rnasuk dalam 
kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal men.urut kebijakan 
akurttOJlSi setempat) 

meter(m) 

Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengeras meter (m) 
an Jalan Usaha Tani 

Kegiatan ini mencakup Pernbangunan Jernbatan Milik Desa Jembatan Desa 
yang baru atau Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasw, atas 
Jernbatan Milik Desa yang telah ada (Sepa,ijarig masuk dalwn 
kategori kapitalisasi sebagai Bela,ija Modal menurut kebijakan 
akuntansi seternpat/ 

Unit 

Rehabilitasi/ Peningkatan Jembatan Unit 
Desa 

Kegiatan ini mencakup Pembang11TU11l Prasarana Jalan yang Prasarana Jalan Desa (Goro1 ,g- meter (m) 
baru berupa (Gorong-gorong, Selokar~ Box/ Slab Culvert, gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, 
Drainase, Prasarana Jalan lain atau Rehabilitasi/ Peningkatan Dra.inase, Prasarana Jalan lain) 
atas Prasarana Jalan yang telah ada (Sepanjang masuk dalam 
kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal rnenurut kebijaka11 
akuntansi setempat) 

Rehabilitasi/Peningkatan meter (m) 
Pra.sarana Jalan Desa (Gorot g-
gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, 
Dra.inase, Prasara.na Jalan lain) 

Kegiat.an ini mencakup Pe,nbangunan Bangunan Balai Gedung Balai Desa/Balai 
Desai Balai Kemasyarakatan ya11g baru atau Kemasyrakatan 
Rehabilitasi/ Peningkatan atas Bangu11an Balai Desai Balai 
Kernasyarakatan yang telah ada (Sepanjang masuk da/arn 
kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal rnenurut kebijakan 
akuntansi setemoot) 

Rehabilitasi/Peningkatan Bala.i 
Desa/Balai Kemasyarakata.n 

Kegiatan i11i rne11COkup Pemba11guTUl1l baru Pemakaman Milik Pemakaman Milik Desa 
Des a/ Situs Bersejarah Milik Desai Peti/asan atau 
Rehabilitasi/ Peningkatart/ Per,gerasan Pemakaman Milik 
Desai Situs Bersejarah Milik Desai Petilasan yang telah ada 
(Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belarija 
Modal menurut kebiiakan akuntansi seternpat) 

Situs Bersejarah Milik Desa 
Petilasa.n Milik Desa 
Rehabilitasi/ Peningkatan 
Pemakaman Milik Desa/Situs 
Bersejarah Milik Desa/ Petilasan 

Kegiatan ini mencak-up Pernbuatan/ Pemutakhiran Pet.a Wilayah Peta Wilayah dan Sosial De 
dun Sosial Desa, di/ 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 
Unit 
Unit 

Paket 

2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa Kegiatan ini rnen.oaA.-up penyusunw, Dok-umen Pere,wanaan Dokumen Perencanaan 
Tata Ruang Desa, berupa Penyediaan perlengkapan kantor 

Paket 

2 3 19 Pembangunan/RehabilitasifPeningkatanEmbung 
Desa .. 

2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
Monumen/Gapura/Batas Desa -

(ATK d/1), Penyediaan Sewa, danPenyediaanperjalw,an di11as 

Kegiatan ini rne,wakup penyediaan Embung milik Desa yw,g Em bung Desa 
baru atau Rehnbilitasi/ Peningkatart/ Pengerasan Ernbung milik 
Desa yang telah ada (Sepanjang masuk da/am kategori 
kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan 
akuntansi setemootJ 

Unit 

Rehabilitasi/Peningkata.n Ero bung Unit 
Desa 

Kegiatan ini menoakup Pernbangunan 
Desa 

baru Monumen/Gapura/Batas Desa 
Monwnerl/ Gapura/ Batas 
Rehabilitasi/ Penir,gkatart/ Pengerasan 

atau 

Monumert/ Gapura/ Batas Des a yang telah ada (Sepanjang 
masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal 
menurut kebijakan akuntansi setempat) 

Rehabilitasi/ Peningkatan 
MonumenfGaJ>Ura/Batas Desa 

Unit 

Unit 



TABEL REFEREIIBI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT 

Rekenlng 
a b c 

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN 

2 3 90 lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan UlllUDl den 
99 penataan ruang< 

2 4 Sub Bldang Kawaaan Permuldman 
2 4 0 J Dukungan pelaksanaan program 

PeU1bangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) GAKIN (pellletaan, validasi, dll) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 02 Pemelibaraan Sumur Resapan Milik Desa 

4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata 
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, di!) 

4 04 Pemeliha.raan Sambungan Air Bersih ke Rumah 
Tangga (pipanisa.si, dll) 

4 05 Pemeliha.raan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, 
Selokan, Pru·it, dll., diluar prasarana. ja.lan) 

4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jam ban Umnm/MCK umum, 
di! 

4 07 Pemeliharaan Fa.silitas Peugelolaan Sampa.h 
Desa/Permukima.n (Pena.mpungan, Bank Sampa.h, dll) 

4 08 Pemeliharnan Sistem Pembuangan Air Lim bah 
(Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 

Penjelaaan Keglatan Uraian Output 

Kegiatw, ini mencakt1p kegiatan lain-lain sub bidang peke,jaw, <Sebutkan .... > 
umum dan penataan roa,,g yang belum tercantum di atas. 
Semisal pengadaan tanah untuk prasarana kePUa11 yang pada 
tahun berkenaan belum dibw,g,m (sepanjw,g memililri sumber 
dari selain DD) 

Satuan 
Output 

<Sebutkan 
Satuan 
sesuai 
kegiatan> 

Kegiatw, ini mencakup kegiata11 dukungan pe/aksa11aan Jumlah Rumah Tidak Layal, Huni Unit 
program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
{RTLH) GAKIN. beropa kegiatw, pemetaar~ validasi, di/. dapat 
juga beropa. Penyediaa11 bantuan rehab RTLH, barang yang 
diberikan kepada masyarakat (beropa bahan bangunan), 
Pe1,galokasia11 lebih lanjut diatur dalant Perbup Pengelolaan 
KeuanQat1 Desa 

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sumur Pemeliharaan Sumur Serap,tn Unit 
Re.sapan Milik Desa (Sepanjang tidak ma.suk da/am kategori 
kapitalisasi sebagai Belanja Modal merwrot kebijakan 
ak,mtansi setemvat/ 

Kegiata11 ini 111e11cakup Penyediaan Pemeliharaan Sumber Air Pemeliharaan Sumber Air Bersib Unit 
Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penwnpungan Air 
Hujwt/Surnur Bor, di/) (Sepanjang tidak masuk dalwn kategori 
kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurot kebijakan 
akuntansi setemnat) 

Kegiatan ini mencak"tlp Penyediaan Pemeliharaan Sarnbungan Pemeliharaan Sambungan Air meter (m) 
Air Bersih ke Rumah Tangga {pipanisasi, di/) (Sepanjang tidak Bersih 
masuk dalwn kategori kapitalisasi sebagai Belwija Modal 
menurut kebijakan akuntansi setempat.) 

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaw1 Sanitasi Pemelil1a.raan Sanitasi meter (m) 
Permuk-iman (Gorong-gorong, Setoka~ Parit, d/1., dr1uar 
prasararta jalan) (Sepanjw,g tidak masuk dalwn kategori 
kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakwi 
akunta11.si setemoat) 

Kegiatan ini me,tcakup Penyediaar, Pemeliharaan Fasi/itas Pemeliharaan Fasilitas Jamban Unit 
Jamban Umum/ MCK umum, di/ (Sepanjang tidak masuk dalwn Umum/MCK umum, di! 
kategori kapitalisasi sebagai Belwija Modal menurut kebijakan 
ak"tlntansi setempat) 

Kegiatan ini 111encakup Penyediaw, Pemeliharaan Fasi/;tas Pemelibaraan Fasilitas Pengelolaa.n Unit 
Pengelolaan Sampah Desai Permuk:iman (Pe11ampw1gw1, Bwik Sampa.h Desa/Permukiman 
Sampah, di/) (Sepanjw,g tidak masuk dalam kategori 
kapitalisasi sebagai Belwya Modal menurut kebijakan 
akuntansi setempat) 

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan Sistem Pembuangan meter (m) 
Pembua11gan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Air Lim bah 
(Separijw,g tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai 
Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat) 

2 4 09 Pemeliharaan Tama.n/Taman Berma.in Anak Milik Desa Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaw, Bangunan Pemeliharaan Taman/Taman 
Twnan/Taman Bemtain Anak Milik Desa (Sepanjang tidak Berma.in Anak Milik Desa 
111ast1k dalw11 kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal 

Unit 

2 4 JO Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur 
Resapan .. 

2 

2 

11 Pembangunan/Rehabilitasi/Penin.gkatan Sumber Air 
Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air 
Hujan/Sumur Bor, dll) .. 

4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan 
Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) .. 

2 4 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sa.uita.si 
Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Pru·it, dll., 
diluar prasarana. jalau) .. 

menurut kebijakan akuntansi setempat) 

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pe111bangunw1 Sumur Sumur Resapan 
Resapan (jika Baro) atau Rehabilitasi/ PeningkatanSumur 
Resapan (Sepwijw1g masuk dalwn kategori kapilalisasi 
sebagai Bel01ya Modal menurut kebijakan ak"tl11tw,.si setempat) 

Rehabilitasi/Peningkatan Sumur 
Resapan 

Unit 

Unit 

Kegiatan ini 111ertcakup Penyediaw, Pembwl!Jtlnan Sumber Air SUDlber Air Bersih Milik Desa (Mata Unit 
Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Air/Tandon Penrunpungan Air 
Hujwt/Sumur Bor, di/) (jika Baru) atau Hujan/Sumur Bor, dll) 
Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Deso (Mata 
Air/Tandon Penampw1ga11 Air Hujan/ Sumur Bor, di/) 
(Sepanjang 111asuk dalwn kategori kapitalisasi sebagai Belanja 
Modal menurot kebijakan akuntansi setemoat) 

Rehabilitasi/Peningka.tan Sumber Unit 
Air Bersih Milik Desa (Mata 
Air/Tandon Penrunpungan Air 
Hujan/Sumur Bor, dll) 

Kegiatw, ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sa.mbungan Air Bersih ke Rumah 
Jrigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase/ Air Tangga (pipanisasi, dll) 
Limbah/ Persampahan (jika Baro) alau 
Rehabilitasi/ Peningkatwt/ Pengeraswi lrigasi/ Embung/ Air 
Sungai/ Drainase/ Air Limbah/ Persampaha11) (Sepanjw,g 
masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal 
merrurut kebijakan akuntansi setempat) 

meter (m) 

Reha.bilitasi/Peningkatan meter (m) 
Sambungan Air Bersih ke Rumah 
Tangga (pipanisasi, dll) 

Kegiatan ini mencak11p Penyediaan Pembangunan Sanitasi Sa.nitasi Permnkiman (Gorong- meter (m) 
Pennuk:iman {Gorot,g-gorong, Selokan, Parit, di/., diluar gorong, Selokan, Pruit, dll., Wuar 
prasarana jalan (jika Boru) atat1 Rehabilitasi/ Peningkatan prasrulllla jalau) 
Sanitasi Permuk-imw, (Gorong-gorong, Se/okan, Parit, d/1., diluar 
prasaranajalan {Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi 
sebagai Belanja Modal menurot kebijakan ak"tlntw,.si setempat) 



TABEL REFERE1'81 DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, BATUAN OUTPUT 

Rekenlng 
BIDANG, BUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelaaan Keglatan Uralan Output 

Batuan 
a b C Output 

Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi meter(m) 
Permukiman (Gorong-gorong, 
Selokan, Parit, dll. , diluar 
prasarana jalan) 

2 4 14 Pembangunan/Rebabilitas/Peningke.tan Fasilitas Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Fasilitas Fasilitas Jamban Umum/ MCK Unit 
Jamban Umum/ MCK umum, dll ... Jamban Umum/MCK umum, di/ (jika Baru) atau tunum, di! 

Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umu11~ 
dll (Sepm,jang masuk dalam kategon· kapitalisasi sebagai 
Belanja Modal me1111nit kebijakan akuntarisi setempat) 

Rebabilitas/Peningkatan Fa~ilitas Unit 
Jamban Umum/MCK umtllll , dll 

2 4 15 Pembangunan/Rebabilitasj/Peningkatan Fasilitas Kegiatan ini menrokup Penyediaan Pentbangunan Fasilitas Fasilitas Pengelolaan Sa.mpah Unit 
Pengelolaan Sampah Desa/Pennukiman Pengelolaan Sampah Desai Pemtukiman (Penampungan, Bank Desa/ Pennukiman (Penamp mgan, 
(Penampungan, Bank Sampah, dll) ... Sampah, dll) (jika. Ban,) atau Rehabilitasi/ Peningkata11 Bank Sam pah, dll) 

Fasilitas Pengelolaan Sampah Desai Pem1ukiman 
(Penampungan, Bank Sampah, dll) (Sepanjang masuk dalam 
kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan 
akuntansi setempat) 

Rehabilitasi/Peningkatan Fa ilitas Unit 
Pengelolaan Sampah 
Desa/Pennukiman (Penampungan, 
Bank Sam pah, dll) 

2 4 16 Pembangw1an/Rebabili.tasi/ Peningkatan Sistem Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangur1ar, Sistem Sistem Pembuangan Air Limbah meter(m) 
Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumal1 Pembua,igan Air Limbah (Droinase, Air limbah Rumah Tar1gga) (Drainase, Air limbah Rumall 
Tangga) ... (jika Bani) atau Rehabilitasi/ PeningkatanSistem Pembuanga,i Tangga) 

Air Limbah (Drairtase, Air limbah Rumah Tangga) (Sepa,ija,ig 
masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belw,ja Modal 
menurut kebijakan akuntansi setempat) 

Rehabilitasi/Peningkatan Sietem meter(m) 
Pembuangan Air Lim bah (D1ainase, 
Air limbah Rumah Tangga) 

2 4 17 Pembangunan/Rebabilitasi/Peningkatan Kegiatan ini menrokup Penyediaan Pembangunwt Taman/Taman Bermain Anak Milik Unit 
Taman/Taman Bermain A.nak Milik Desa ... Tama,i/Taman Bem,ain Anak Milik Desa (jika Baru) atau Desa 

Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Tama11 Bermai11 Anak Milik 
Desa (Sepa,ijang ntaSuk dalam kategori kapitalisasi sebagai 
Belar,ja Modal me,wrut kebijakan aktmtansi setempat) 

Rebabilitasi/ Peningkatan Unit 
Taman/Taman Bermain A.nak Milik 
Desa 

2 5 Bub Bldang Kehutanan dan Llngl<Ungan Hidup 
2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa Kegiatan ini mencakup kegiatan pengelo/aan ltutatt milik desa Terselenggaranya Pengelolaan Paket 

yw1g mer,jadi kewena,igannya. Penyediaan yang dia/okasikan Hutan Milik Desa 
dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pup11k, Honor 
Tim/ Pet:11gas/ tenaga Ahli/ Narasumber, operasional 
perk=toran atau Mak= 111inwn serta Bela,ija Modal yang 

2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Kegiatatt ini mencalc-up kegiata,i penge/o/aa,i lingkungan hidup Terselenggaranya Penghijauan Desa Paket 
desa yang me,yadi kewenan.gw,nya. Penyediaan yang 
dialokasik= dapat berupa Penyediaar, ATK, bibi~ p111mk, 
Honor Tim/ Petugas, operasi0110.I perkantora11 atau Makw1 
mi1w11t serta Belw,ja Modal yang diperuntukkan dalam 

I oengelolaWl 
Terselenggaranya Pengelolaan Paket 
Lingkungan Hidup Desa Lainnya 

2 5 03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluban/ Penyadaran Kegiatan ini mencakup kegiata11 Terselenggaranya Pela tillan/ Kali 
tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyul11han/ Pe11yadarW1 tentang Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadara 

Lingkunga,1 Hidup dan Kehutanan. Penyediaan yar1g n tentang Lingkungan Hidup dan 
dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, p11puk, Kehutanan 
Honor Tim/ Petugas/ tenaga Ahli/ Narai,-umber, operasional 
oerkantoran atau Makan rnirium 

2 5 90 Jain-Jain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Kegiata,i 1111 mencalc-up kegiata,i lain-lain sub bida,ig <Sebutkan .... > <Sebutkan 
99 Lingkungan Hid up• Kehuta,ian dwt Lingkungan Hidup ya,ig be/um tercantum di Sa.tuan 

alas. Penyediawt ya,ig dialokasikan dapat berupa Penyediaan sesuai 
ATK, perja/a,iW1 dinas , Honor tim/Pet11gas/narasumber, kegiatWl> 
operasional perkantora~ dWl Mak= minum 

2 6 Bub Bldang Perhubungan, Komunlkaai, dan 
IInformatlka 

2 6 01 Pembuatan Ram bu-ram bu di Jalan Desa Kegiata11 ini menrokup Bela,ija Modal Peralatan Rambu/ Patok RambuJalan Unit 
Desa (Sepanjang 11tasuk dalarn kategori kapitalisasi sebagw 
Belanja Modal menurut kebijakan akuntwisi setempat) 

2 6 02 Penyelenggaraan Infonnasi Publik Desa (Misal : Kegiatan ini mencalmp kegiatan Penyelenggaraan Jnformas i Poster/Balillo/Lainnya alas ke Unit 
Pembuatan Poster/Baliho lnformasi penetapan/ LPJ Publik Desa (Misal : Pe11tbuata11 Poster/ Ba/iho Infom1as i masyarake.t Informasi A.PBDes, 
A.PBDes t.tntuk Warga, dll) penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga, di/). Penyediaa,i yang LPJ, dan Jainnya 

dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ materiat 
sewa peralatan, Honor tim/ Petugas, operasional perka11tora~ 
dan Mak= mirwm 



TABEL REFEREll'BI DATA BIDANO, KEGIATAll', URAIAll' OUTPUT, BATUAll' OUTPUT 

Rekening 
a b c 

BIDAll'O, BUB BIDAll'O, dan KEGIATAll' 

2 6 03 Pengelolaan dan Pembuat:an Jaringan/lnstalasi 
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 

2 6 90 lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, 
99 Komunikasi, dan [nformatika* 

2 
2 

7 Bub Bldang Energl dan Bumber Daya Mineral 
7 01 Pemelibaraan Sarana dan Prasarana Energi AJternatif 

tingkatDesa 

2 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa ** 

2 7 90 lain-la.in kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya 
99 M.ineral* 

2 B Bub Bldang Parlwlaata 
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik 

Desa 

2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan 
Prasaraoa Pariwisata Milik Desa •• 

2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 

2 8 90 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata• 
99 

3 

3 

3 

BIDAll'O PEMBill'AAll' KEMABYARAKATAll' DEBA 
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang 
dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan 
kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan 
desa yang mendukung proses pembangunan clesa 
yang mencakup: 

1 Bub Bldang Ketenteraman, Ketertlban Umum, dan 
Pellndun.,.n 'Ma-•,."•• 

.l 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Oesa 
(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaanjadwal 
ronda/ patroli dll) ** 

3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga 
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa 
(Satlinmas desa) 

Penjeluan Keglatan Uralan output 

Kegiatart ini mencakup kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Poster/Baliho/Lainnya atas ke 
Jaringan/ Instalasi Komw,ikasi dan I11fom1asi Lokal Desa. masyarakat lnfonuasi APBDes, 
Penyediaart yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, LPJ, dan lainnya 
bahan/ material, sewa peralatan. Honor tim/ Petugas, 
operasiona/ perkantoran, Makan minum atau Be/anja Modal 
peralatan elek:tr,mika/studio/ Komputer atau Belanja Modal 
Jaringa,t/ Jnstalasi 

Kegiatan ini mencakup kegiata,1 lain-lain sub bidang <Sebutkan .. .. > 
Perhttbungan, Komunikas~ dan Infomtatika yang belwn 
terca,,tum di atas. Pe11yediaw1 yw,g dia/okasikart dapat berupa 
Penyediaan ATK, perjalanan dinas Honor 
tim/ Petttgas/ narasumber, operasionaf perkantorw,, dan MakaJt 
minum sesuai dengan kebutuhan 

Batuan 
output 

Unit 

<Sebutkan 
Satuan 
sesuai 
kegiatwt> 

Kegiatan ini me11cal<:up Pet1yediaa11 Pemeliharaan Sarru,a dw, Pemeliharaan Sarana dan Watt 
Prasarana E11ergi Altematif tingkat Desa (Sepanjang tidak Prasarana Energi AJternatif tingkat 
masuk dafwn kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal Desa 
menurut kebiiakart akuntansi setempat) 

Kegiatan ini mencakup pembangunan Sara11a dan Prasarana Sarana dan Prasarana Energi 
Energi Aftematif tingkat De,sa yang ban, atau AJternatiftingkat Desa 
Rehabilitasi/ Peningkatw, pengadaan Sara11a dan Prasarana 
Energi A/tematif tingkat Desa ywig telah ada (Sepa,,jang 
masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal 
menurut kebijakan ak"Untansi setenwat) 

Rebabilitasi/Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Energi AJterna tif 
tingkat Desa 

Kegiata,, ini mencakup k<'.giatan fain-lain sub bidang Energi <Sebutkart .. .. > 
dan Sttm.ber Daya Mineral yang be/um tercantum di atas. 
Semisal pembeliw, tanah. untuk prasarana Energi dw, Sumber 
Daya Mineral baru yang dalam tahun berkenaan be/um 
diballl/Un (seoania,tg memiliki sumber dari selain DD) 

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Pemelibaraan Sarana dan 
Prasarana Pariwisata Milik Desa (Sepa11jang tidak masuk Prasarana Pariwisata Milik Desa 
da/am kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut 
kebiiakan akuntansi setempat) 

Kegiatan ini mencak:up pemba11gun= Sarona da11 Prasarana Sarana dan Prasarana Pariwisata 
Pariwisata Milik Desa yang baru atau Milik Desa 
Rehabilitasi/ Peningkatan Sarona da11 Prasarana Pariwisa!a 
Milik Desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori 
kapitalisasi sebagai Belw,ja Modal menurut kebijak= 
akuntaJtSi setemoat/ 

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Pariwisata Milik 
Desa 

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan pariwisata Terselenggaranya Pengembangan 
ti11gkat desa. Misalnya pengadarut/ pembelian tanah untttk Pariwisata 1'i.ngkat Desa 
prasarana pariwisata baru ywtg dalam tahun berkenaWI belwn 
dibangun (sepaniww memiliki suntber dari selain DD/ 

Kegiatan ini mencakup kegiata11 lain-lain sub bidang <Sebutkart .... > 

pariwisata ya,ig be/um teroa,itum di atas. 

Kegiatan ini mencak:up Pe11gadaan/ Penyelenggaraan Pos Pos Keamanan Oesa 
Keamanan Desa (pemba1igu11w1 pos, pengawasan pelaksana= 
jadwal ronda/ patroli d/1). 

Watt 

Watt 

<Sebutkwt 
Satuan 
sesuai 
kegiatwt> 

unit 

unit 

unit 

Paket 

<Sebutkwt 
SatltWI 
sesuai 
keqiatan> 

Unit 

Penyelenggaraan Pos Keaamanan Paket 
Desa 

Kegiatart ini mencakup pelatihw, tenaga keamanan/ ketertib= Jumlah Peserta Pelatiban Tenaga Orang 
dalam rangka kete11terama11 ketertiban umum dart Keamanan/Ketertiban Pemerintah 
perlindungan masyarakat, Desa 

3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Kegiatan ini mencakup koordinasi Pembinaan Ketentramar~ Terselenggaranya Koordinasi Paket 
Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan Pembinaan Ketentraman, 
pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Oesa masyarakat/instansi pemerintah daera/\ d/1), berupa rapat- Ketertiban, dan Pelindungan 

3 1 04 Pelatiltan KesiapsiagaanfTanggap Bencana Skala 
Lokal Oesa 

rapat drut koordinasi lainnya, Masyarakat (dengan 
masyarakat/instansipemerintah 
claerah, dll) Skala Lokal Desa 

Kegiatan ini mencaJ.."Up pelatihan kesiapsiagarut drut tanggap Jumlah Peserta Pelatiban 
bencana skala lokal desa, untuk masyarakat dan tenaga Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana 
keamanan/ ketertiban, di/ Skala Lokal Desa 

Orang 



TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAlA1' OUTPUT, BATUAN OUTPUT 

Rekenlng 
a b c 

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN 

3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal 
Desa 

3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan 
Masyarakat Miskin 

PenjelHan Keglatan Uralan Output 

Kegiatan ini rnencakup Pengadaan/ Penyediaan Pos Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala 
Kesiapsiagaan benoana ska/a Desa berupa pembangunan pos, Lokal Desa 
pelaksanaan jadwal ronda/ patro/i di/ (Pernbangunwt maupun 
pelaksanaan jik.a dimungkinkan dapat bersinergi dengan 
penyelenggaraan pos keamanan desa, sehingga tidak twnpang 
tindik dalam pelaksa11aw1). 

Dialokasikan guna membantu aparatur desa dan masyarakat Jumlah Bantuan Hukum Untuk 
miskin dalwn menghadapi masalah hukum, di/. Aparatur Desa dan Masyarakat 

Miskin 

Satuan 
Output 

Unit 

Kali 

3 1 07 Pelatihan/Penyuluban/ Sosialisasi kepada Masyarakat Kegiatan ini menoakup memberik.an Jumlah Peserta Orang 
di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat Pe/atihan/ Penyuluhan/ Sosia/isasi kepada Masyarakat di Pelatiban/ Penyuluhan/Sosialisasi 

3 1 90 lain-lain kegiatan sub bidang Ket.enteraman, 

3 
3 

3 

99 Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat" 

2 Sub Bldang Kebudayaan dan Keagamaan 
2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat 

Desa 

2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan 
Kebudayaan sebagai Wakil Desa ru tingkat Kecamatan 
dan Kabupaten/Kota 

Bidang Hukum dan Pe/i1tdungan Masyarakat, dll kepada Masyarakat di Bidang 
Hukum dan Pelindungan 
Masyarakat 

Kegiatan ini me11cakup kegiatw, lain-lain sub bidang <Sebutkan .... > 

pariwisata yang be/um teroantum di atas. 

Kegiatan ini menoakup memberikan pembinaan 
Kesenian dan Kebudayaan tingk.at Desa. 

Group Terselenggaranya Pem binaan 
Group Kesenian dan Kebudayaan 
Tingkat Desa 

Kegiatan ini menoakup mengirimkan kontingen terkait sebagai Jumlah Frekwensi Pengiriman 
wakil desa di tingkat kecwnatan dan kabupaten/ kota, di/. Kontingen Group Kesenian dan 

Kebudayaan sebagai Wakil Desa di 
tingkat Kecamatan dan 
Kabupaten/Kota 

<Sebutkwi 
Satuan 
sesuai 
keqiatan> 

Paket 

Kali 

3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Aclat/Kebudayaan, 
den Keagamaan (perayaan bari kemerdekaan, hrui 
besar keagamaan, dll) tingkat Desa 

Kegiatan ini 111enoakup penyelenggaraw, festiual/upaoara Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Kali 
terk.ait Kesenian, Adat/ Kebudayaw,, dwi Keagamaan di desa, Festival Keseoian, 

3 2 04 Pemeliharaan Sru·ana dao Prasaraoa 
Kebudayaan/ Rumalt Ad.at/ Keagamaan Milik Desa •• 

3 2 05 Pembangunan/Rebabilitasi/Peningkatan Sarena dan 
Prasaraoa Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan 
Milik Desa .. 

3 2 90 lain-lain kegiatan sub bidang Kebuclayaan clan 
99 Keagamaan* 

3 3 Sub Bldang Kepemudaan dan Olah Raga 

di/. Aclat/ Kebudayaan, dan Keagamaan 
(perayaan hrui kemerdekaan, hrui 
besar keagamaan, dll) tingkat Desa 

Kegiatan ini menoakup Pe11yediaw1 Peme/iharaan Sarana dan Pemeliharaan Sarena dan 
Prasarw,a Ke/Judayaan/ Rwnah Adat/ Keagw11aan Milik Desa Prasarana Kebudayaan/ Rumah 
{Sepanjang lidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Adat/Keagamaan Milik Desa 
Pe11yediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat) 

Kegiatan ini me11cakup pengadaan/ pembangunan Sarana dan Sarana dao Prasarana 
Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa Kebudayaan/Rumah 
yw,g baru atau Rehabilitasi/ Peni1,gkatwi Sarana dw, Aclat/Keagamaan Milik Desa 
Prasarana Kebudayaan/ Rwnah Adat/ Keagamaa11 Milik Desa 
yang telah ada (Sepa11jang masuk dalam hcategori kapitalisasi 
sebagai Belanja Modal menurut kebijak.an akunta11si setempat) 

Rehabilitasi/Peoiogkatao Sarena 
clan Prasarana 
Kebudayaan/Rumalt 
Adat/Keagamaan Milik Desa 

Kegiatwt ini menoakup kegiatan lain-lain sub bidw1g <Sebutkan .... > 
Kebudayaan dan Keagwnaan yang be/um teroantum di atas. 

Unit 

Unit 

Unit 

<Sebutkan 
Satuan 
sesuai 
kegiatw1> 

3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan clan Olah Raga Kegiatw, ini menoakup me,,girimkan kontingen terkait sebagai Jumlah Frewensi Pengirimrut Kali 
sebagai W akil Desa di tingkat I<ecamatan dan 
Kabupaten/Kota 

wakil desa di ti11gk.at keoamatan dWt kabupaten/ kota, d i/. Kontingen Kepemudaan dan Olah 
Raga sebagai Wakil Desa ru tingkat 
Kecamatan dan Kabupaten/ Kota 

3 3 02 Penyelenggaraan pelatiban kepemudaao (Kepemudaan, Kegiatwt ini menoa/,:up memberikan pelatihan kepemudaan Jumlah Peserta Pelatiban 
Penyadaraao Wawasan Kebangsaan, dl1) tingkat Desa (Kepemudaan, Penyadaraan WawasWt Kebangsaan, di/), di/ kepemudaan (Kepemudaan, 

Penyaclaraan Wawasan 
Kebangsaan, d.11) tingkat Desa 

Orang 

3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan clan 
Olahi-aga tingkat Desa 

Kegiatan ini menoakup penyele11ggaraan festival/ Kepemudaan Jumlab Frekwensi Penyelenggaraan Kali 
dan Olahraga di tirigkat desa, , di/. Festival/Lomba Kepemudaan dan 

Olahraga tingkat Desa 

3 3 04 Pemeliharaan Sru-a.na dan Prasarana Kepemudaan dan Kegiatan ini menoakup Penyediaw, Pemeliharaan Sarona dan Pemelibruaru1 Sarena den Unit 
Olah Raga Milik Desa** Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Prasarana Kepemuclarut dan Olah 

Raga Milik Desa 

3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan 
Prasa1·ana Kepemudaan. den Olah Raga Milik Desa** 

Kegiatwt ini mencak-up pembw,guna,,jpengadawi Sarana dWt Sarena dao Prasarana Unit 
Prasarana Kepemudaan dw1 Olah Raga Milik Desa yang ban, Kepemudaan clan Olah Raga Milik 
atau Rehabilitasi/Peni1,gkatan Sarona dan Prasarana Desa 
Kepemudaan dw1 Olah Raga Mi/ik Desa yang telah ada 
{Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai 
PenyediaWt Modal menurut kebijakWt akunt=i setempat} 

Rehabilitasif Peningkatan Sarena 
dan Prasaraoa Kepemuclaan dru1 
Olah Raga Milik Desa 

Unit 



TABEL REFEREJJSI DATA BIDAJJG, KEGIATAJJ, ORAlAll OUTPUT, SATUAJJ OUTPUT 

Rekenlng 
a b c 

BIDAJJG, SUB BIDAJJG, dan KEGIATAJJ 

3 3 06 Pembinaan KarangTaruna/Klub Kepemudaan/Klub 
Olah raga 

3 3 90 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah 
99 Raga• 

3 4 Sub Bldang Kelembagaan Maayarakat 
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 

3 4 02 Pembina.an LKMD/LPM/LPMD 

3 4 03 Pembinaan PKK 

3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 

3 4 90 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan 
99 Masyarakat" 

4 

4 
4 

BIDAJJG PEIIBERDAYAAJJ MASYARAKAT DESA 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencalrup sub
bidang dan kegiatan yang d.iarahkan untuk 
meningkatkan pemabaman, kapasitas masyarakat 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyamkat, yang 
mencakup: 

1 Sub Bldang Kelautan dan Perlkanan 
1 01 Pemelibaraan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik 

Desa 

Penjelaaan Keglatan Uralan Output 

KegiatWl ini me11calrup memherika11 Pembi11aar1 Karang Terselenggamnya Pembinaru 
Tan.ma/ Klub Kepemudaa,1/ Klub Olah raga, di/ Rarang Taruna/Klub 

Kepemudaan/Klub Olah raga 

Kegiatan ini mencalrup kegiatan lai11-/ai11 sub bidang <Sebutkan .... > 

Kepemudaan dan Olah Raga yang be/um tercantum di atas. di/ 

KegiatWl ini mencalwp memberikan Pembina= Lembaga Adat Terselenggaranya Pembinaan 
atau sebutan lain. Lembaga Adat 

Kegiat:an ini mencakup memben·kan 
LJ<MD/ LPM/ LPMD atau sebutWl lain . 

Pembi11aa11 Terselengggaranya Pembinaan 
LKMD/LPM/LPMD 

Satuan 
Output 

Paket 

<Sebutkan 
Satuan 
sesuai 
kegiatan> 

Paket 

Paket 

KegiatU/l i11i mencakup memberikan PembinaU/l PKK, di/ Terselenggaranya Pembinaan PKK Paket 

Kegiatan ini mencalrup memberikan Pe/atihan Pemblnaan Jumlah Peserta Pelatihan 
untukLembagaKemasyarakatan, di/ Pembinaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Kegiatan ini 111e11ca/rup kegiatan lain-lain sub bidang <Sebutkan .... > 
Kelembagaa,1 Masyarakat yang be/um tercantum di atas. DI/. 

Orang 

<Sebutkan 
Satuan 
sesuai 
keqiatWl> 

Kegiatat1 ini menca/rup Penyedlaan Pemeliharaan Pera/atan Pemelibaraan Kru'!llllba (dru·at/laut) Unit 
dat1 atau Bangunan karomba (darat/ laut) dan kolwn perikanan dan Kolam Perikanan Darat \ii.lik 
darat m/1/k Desa {Sepanjat19 tidak masuk dalam kategori Desa. 
kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan 
alruntat1Si setempat/ 

4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kegiatan ini mencakup PenyediaU/l PemeliharaU/l Pelabuhan Pemeliharaan Pelabuhan Pe1ikanan Unit 
Desa Perikanan Sunga// Keci/ Milik Desa {Sepanjml{J tidak masuk Sungai/Kecil Milik Desa 

dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaatt Modal menurut 

4 1 03 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan 
Karrunba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa-

kebiiaka11 akuntwisi setemoat/ 

KeglatW1 /ni me11cakup penyed/aan peralatan atau Kammba (darat/lautJ Milik Desa 
pembWl{JU11a11 karamba (darat//aut) dan kolwn perikanw1 
darat milik desa yang baru atau rehabilitasi/peningkatan 
karamba {darat/ laut) dW1 kolam perikanan darat milik desa 
yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapltalisasi 
sebagai Penyediam1 Modal menurut kebijaka.11 alruntwisi .. 

Unit 

Kolam Perikanan Darat Mililc Desa Unit 

4 1 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan 
Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa .. 

4 

4 

1 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dstJ 

1 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna 
untuk Perikanru1 Dru-at/ Nelayru1 .. 

Rehabilitasi/Peningkatan Karamba Unit 
(damt/lautJ dan Kolam Perilanan 
Damt Milik Desa 

Kegiatan m, men.calrup penyediaa11 peralata11 atau Pelabuhan Perikanan Sungal/Kecil Unit 
pe111bat19urtan pelabultan perikattan sungai/ kecil milik Desa Milik Desa 
yan.g baru atau rehabilitasi/ peni11{Jkata11 atas pelabuhat1 
perikanari sungai/ keci/ mR/k Desa yang sudah ada (Sepanjang 
masuk dalam kategori kapitalisas/ sebagai Pe11yediaat1 Modal 
- .~ .. - ... ,_ .r.. ::- ---

Rehabilitasi/Peningkatan Unit 
Pelabuhan Perikanan Sunga[/ Kecil 
Milik Desa 

Kegiatw, i11i me11cakup pe11yediaan barang dat1 jasa yang Bantuan Perikanan 
diserahkan pada masyarakat berupa penyediaU/l bantuat1 (Bibit/Pakan/dstJ 
Bibit/ oerlenqkapan {Pakan/ 

Kegiata11 ini mencakup pemberian Pelatihan atau Bimbingan Jumlah Peserta 
teknis atau ta/tap Pengertalat1 Teknologi Tepat Guna (TTG) Pelatihan/Bimtek/Pengena.11\n 
kepada Masyaraka~ baik umum maupu11 11elayan. Teknologi Tepat Guna untuk 

Perikanan Darat/Nelayan 

Paket 

Orang 

4 1 90 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan• KegiatW1 ini menca/rup kegiatan. /ain-lai11 sub bidw1g kelautU/l <Sebutka11 .... > <Sebutka11 
Satuw, 
sesuai 
keQiatw1> 

4 
4 

99 dat1 perikan= ywl{J be/um tercantum di atas. DI/ 

2 Sub Bldang Pertanlan dan Petemakan 
2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi 

dan pengolahan pertanian, penggilingan Pad.i/jagung, 
dll) 

Kegiata.11 ini me11ca/rup penyediaw, batwl{J dan jasa yang Jumlah alat produksi dan 
diseraJlkW1 pada masyarakat berupa pe11yediaat1 /Jantuan pengolahan pertanian yang 
peralatan/ Bibit/ perle11gkapa,1 (pupuk) untuk bidang peta11ia11 diserahkan 

4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan 
pengolahan peternakan, kandang, dll) 

Kegiatan ini me11cakup Penyediaa11 Barang dan jasa ya119 Jumlah a.lat produksi dan 
diserahkW1 pada rrtasyarakat berupa Penyediaat1 bw1tuW1 pengolahru1 peternakan yang 
peralatan/ baha.11 bangu11a11/ Bibit/ perle11gkapa11 (pakm1) untuk diserahkan 
bidana oetemakan 

4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lum bung Kegiatan i11i mencalrup pembarl{JUnan baru a.tau perl{Jelolaan Lum bung Desa 
Desa, dJl) serta pemeliharaa11 Lumbung Desa sesuai de11gan Kewenangan 

Desa 

Unit 

Unit 

Unit 



TABEL REFERENBI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAl'l OUTPUT, BATUAN OUTPUT 

Rekening 
BIDANG, BUB BIDANO, dan KEGIATAN Penjelaaan Keglatan Uralan output 

Batuan 
a b C output 

Pengelolaan dan Pemelibaraan Paket 
Lumbung Desa 

4 2 04 Pemelibaran Salman Irigasi Tersier / Sederbana Kegiatan ini mencakup Penyediam, Pemeliharaan Penyediaan Pemelibaran Saluran Irigasi Unit 
Pemeliharaan lrigasi tersier/ sederhana {Sepanjang tidak Tersier / Sederhana 
masuk dalam kategori kapita/isasi sebagai Penyediaar, Modal 
menurut kebiiakan akuntansi setemoatJ 

4 2 05 Pelatiban/Bimt.ek/ Peugenalan Tekonologi Tepat Guna Kegiatan rm menoalrup memberikan J umlah Peserta Orang 
untuk Pertanian/Peternakan ... Pelatihan/ Bimtek/ Penge1,alan 1TG bidang pertanian dan atau Pelatiban/Bim tek/ Pengenalan 

petemakan kepada Masyarakat wrutm atau khusus pada Tekonologi Tepat Guna untuk 
petani/ petemak, Pertanian/ Peternakan 

4 2 90 lain-lain kcgiatan sub bidang Pertanian dan Kegiatan ir,i menoakttp kegiatan lain-lain sub bidang kelautar, <Sebutkan .... > <Sebutkan 
99 Petemakan• dan perikanan yar,g belum teroantmn di atas. Satuan 

sesuai 
kegiatan> 

4 3 Bub Bldang Peninglratan Kapultaa Aparatur Deaa 

4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa Kegiatan ini menoakttp peningkatan kapas itas Kepala Desa, Jumlah Frekwensi Peningkatan Kali 
berupa Penyediaan Pe,jalanan Dinas dart Kursus/ pelatihan kapasitas kepala Desa 

4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa Kegiatan i11i menoakup peningkatat1 kapasitas Pefatlgkat Desa, Jumlah Peserta Peningkatru Orang 
berupa Penyediaar, Pe,jalartan Dinas dan Kursus/ pelatihan kapasitas perangkat Desa 

4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD Kegiatan ini menoakttp peningkatan kapasitas BPD, berupa J umlah Peserta Peningkatrut Orang 
Penyediaar, Pe,jala1,an Dinas dan Kursus/ pelatihan kapasitas BPD 

4 3 90 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Kegiatan ini menoalc""tJp kegiatan lain- lain sub bidang <Sebutkan .... > <Sebutkan 
99 Aparatur Desa peningkatan kapasitas Aparatur Desa yang belum teroantum di Satuan 

atas. sesuai 
kegiatat1> 

4 4 Bub Bldang Pemberdayaan Pere mpuan, 
Pe•"""U"-" &n.l. " • " Kelu .. -

4 4 01 Pelatihan/ Penyuluh.an Pemberdayaan Perempuan Kegiatat1 ini merwakttp memberikan Pelatiharl/ Penyu luhan Jumlah Frekwensi Kali 
Pemberdayaan Perempuar, di Desa Pelatihan/Penyuluhan 

Pemberdayaan Perempuan 

4 4 02 Pelatiban/Penyuluban Perlindungan Anak Kegiatan ini menoalc""tJp memberikan Pelatihatl/ Penyu luhan Jumlah Frekwensi Kali 
tentang Perlindu11gar1Anak di Desa, Pelatihan/ Penyuluhan 

Perlindungan Anak 

4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel Kegiatar, ini me11oakup memberikan Pelatihan dan penguatan Jumlah Frekwensi Pelatihar, dan Kali 
(penyandang disabilitas) bagi khususu Penyandang d isabilitas, DU Penguatan Penyandang Difabel 

(penyaud.ang disabilitas) 

4 4 90 Jain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Kegiatar, ini menoakttp kegiatan lain-lain sub bidang <Sebutkan ... > <Sebutkan 
99 Perempuan dan Perlindun gan Anak' Pemberdayaan Perempuar, dan Perl indungan Anak yang belum Satuan 

teroantum di atas. D /1 sesuai 
kegiatan> 

4 s Bub Bldang Koperul, Uaaha Mlkro Kecll dan 
Menen-h IUMKMl 

4 5 01 Pelatiban Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD / Kegiatar, ini rnenoakttp memberikan PelatihanManajemen J umlah Peserta Pela tihan Orang 
UMKM Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM, dll Manajemen Pengelolaan Koperasi/ 

KUD/ UMKM 

4 5 02 Pengembangan Sarena Prasarana Usaha Mikro, Kecil Kegiatar, irti menca.kup mengadakan dat1 mengembangkan Terselenggaranya Pengembangan Paket 
dan Menengab serta Koperasi sa=/ prasarana Usaha Mikro, Keet1 dan Menengah serta Sarana Prasarana Usaha Milrro, 

Koperasi yang dimiliki oleh Desa, dll. Kecil dan Menengah serta Koperasi 

4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Kegiatan ini menoakttp mengadakan teknologi tepat guna yang Pengadaan 'l'eknologi Tepat Guna Unit 
Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian dimiliki oleh Desa untuk menwJjang ekonomi perde.saan non- untuk Penge.mbangan Ekonomi 

pertanian, dialokasikan ke Penyediaan sarana/ prasarar,a Pedesaan Non-Pertani.an 
untuk te/crwlogi tepat guna di Desa 

4 5 90 lain-lain kegiatan su b bidang Koperasi, Usaha Kecil Kegiatan ini menoakttp kegiatan lain-lain sub bidang Koperas i, <Sebutkan .... > <Sebutkan 
99 dan Menengah• Usaha Kecil dan Menengah yang belum teroantum di atas. d ll Satuan 

sesuai 
keqiatan> 

4 6 Bub Bldan& Dukungan Penanaman Modal 
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Kegiatar, 

.. 
menoakup rapat-rapat dan lwordinasi Persiapan dan Pembentukan Awai Paket 1/ll 

Awai BUM Desa) pembentukan awal BUMDesa. dll (Keteranga11, Untuk BUM Desa 
I pe11_1.1ertaan Modal dimasukkat, dalam Pembia.1.1aat1}. 

4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pclatihan yang Kegiatan ini menoakup pelatihan pengelolaan BUMDesa. Jumlah Peserta Pelatihan Orang 
dilaksanakan oleb Desa) Pengelolaan BUM Desa (Pefatihan 

yang dilaksanakan oleh Desa) 

4 6 90 Jain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal• Kegiatan ini menoakup kegiatan lain-lain sub bidang <Sebutkart.. .. > <Sebutkan 
99 Penat1aman Modal yar1g belum tercar,tum di atas. Satuan 

sesuai 
keqiatan> 

4 7 Bub Bldang Perdagangan dan Perlndu-ian 
4 7 01 Pe.meliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa Kegiatar, ini mencakup Penyediaan Pemeliluuaan Bangunan Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Unit 

Pasar atau Kios Milik Desa (Sepanjang tidak masuk dalarn milik Desa 
kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menun,t 
kebiiakan akuntansi setemnat) 



TABEL REFEREJJSI DATA BIDAJJG, KEGIATAJJ, tJRAIAJJ OUTPUT, BATU'AJJ OUTPUT 

Rekenlng 
BIDAJJG, BUB BIDAJJG, dan KE<HATAJJ Penjelasan Keglatan Uralan output 

Batuan 
a b C output 
4 7 02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Kegiatan ini mencakup Penyediaan Modal Pemba,,gunan Pasar Pasar Desa Unit 

Desa/Kios milik Desa .... atau Kios Milik Desa yang ban, atau Rehabi/ilasi/ Peningkatan. 
Pasar atau Kios Milik Desa yang sudah ada (Sepanjang masuk 
dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaa,1 Modal menun,t 
kebijakan akuntansi setempat) 

Kios milik Desa Unit 
Rehabilitasi/Peningkatan Pasa.r Unit 
Oesa/Kios milik Desa 

4 7 03 Pengembangan lndustri kecil level Desa Kegiata,1 ini me11oakup pelaliha11 pengembanga11 i11dustri kecil Terselengga.ranya Pengembangan Paket 
level desa dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Ind ustri kecil level Desa 
kawasan industri level desa. 

4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan Kegiatw1 ini me11oakup Pembe11tuka11, Fasilitasi, Pelatihan, Terselenggaranya Paket 
kelompok usaha ekouomi produktif (pengrajin, Pendampingwt kelompok usaha ekonorni produktif seperti Pem bentukan/ Fasilitasi/ Pelatiban/ 
pedagang, industri rumah tangga, dll) .... misal: pengrajin, pedaga11g, illdustri n,rnah tangga, d/1). Pendampingan kelompok usaha 

ekonomi produktif (pengraj in, 
pedagang, ind ustri rum ah tangga, 
dll) 

4 7 90 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Kegiatw, ini mencakup kegiata11 lain-lain sub bidang • Sebutka11 .. .. > <Sebutkan 
99 Perindustrian* Perdagattgan dan Perindustria,i yang belum teroantum di atas. Satuan 

sesuai 
keaiatan> 

l5 BIDAJJG PEl'lAJJGGULAJJGAJJ BEl'lCAl'lA, KEADAAJJ 
-•-~•"' nnrMEIIITlESA'll DEBA 
Bi.dang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat 
dan Meudesak Desa digunakan untuk kegiatan 
penanggulangan bencana, keadaru1 darurat dan 
mendesak: 

5 1 Sub Bidru1g Penanggulangan Bencana 
5 1 00 Penanggnlangan Bencana Kriteria Pena,1ggula,igan Bencana Dijelaskan lebih la,,jut dalam Jumlah Kejadian Penanggulang811 Kali 

Perbup Pengelolaan Keuwtgan Desa Bencana 

5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat .,--.....,, 
5 2 00 Keadaan Da.rurnt Kriteria Penanggulangan Be11cw1a Dijelaskw, lebih lw,jut dalwn J umlah Kel di811 Kj a.811 Da.rura t Kali 

Perbup Pengelolaw, Keuanga,i Desa 

5 3 Sub Bid8llg Keadaan Mendesa.I<. I 
5 3 00 Keada.an Mendesak Kriteria Penanggulangan Bencana Dijelaskan lebih /a1,jut da/am JumlahK pa~ da.an Kali 

Perbup Pengelolaan Keuanga,i Desa Mendesak 

\ I/I 
BUP, ~ 80, 

EK RNOMO 



Lampiran XIII: Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor /'f-Tahun 2020 

LEMBAR VERIFIKASI REALISASI PENYERAPAN & CAPAIAN KELUARAN 

DESA 
KECAMATAN 

NO JENISYANG 
DIVERIFIKASI 

1 Laporan Realisasi 
Penyerapan & Capaian 
Keluaran Dana Transfer ke 
Desa Sampai Dengan 
Tahap III 

3 Berita Acara Laporan 
Penggunaan Dana Transfer 
ke Desa Sampai Dengan 
Tahap III kepada BPD 

4 Copy Buku Rekening Kas 
Desa 

DANA TRANSFER KE DESA 

SAMPAI DENGAN TAHAP III 

ADA/ 
TIDAK 

URAIAN 

a Laporan Realisasi Penyerapan dan 
Capaian Keluaran Dana Desa (DD) 
Ditambah softf"lle Format PDF 

b Laporan Realisasi Penyerapan dan 
Capaian Keluaran Alokasi Dana 
Desa (ADD) 

c Laporan Realisasi Penyerapan dan 
Capaian Keluaran Dana Bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi Daerah 
(DBHPRD) 

Kondisi terakhir menunjukkan 
kesesuaian dengan Saldo Anggaran 
DTD 

TIM PENDAMPING KECAMATAN 

1 Penanggungjawab 

2 Ketua 

3 Sekretaris 

4 Anggota 

5 Anggota 

BO, 

CATATAN 

TANDA TANGAN 



Lampiran XIV: Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor Tahun 2020 

FORMAT BERITA ACARA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI 
PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA 

BERITA ACARA 

PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN 
DANA TRANSFER KE DESA 
SAMPAI DENGAN TAHAP .. . 

DESA ................... KECAMATAN .......................... . 
TAHUN ANGGARAN ................. .. 

Pada hari ini ................ tanggal ..... bulan ............ tahun ............ , yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama ........................... . 

J abatan : Kepala Desa ....................... . 

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 

2. Nama 

Jabatan : Ketua BPD ................... . 

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK 

KEDUA. 

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah 

menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Dana Transfer ke Desa sampai 

dengan Tahap ... sebesar Rp ... kepada PIHAK KEDUA, dengan rincian kegiatan 

se bagai beriku t : 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

a. Kegiatan ..... . Rp ... . 

b. Kegiatan .... . Rp ... . 

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

a. Kegiatan . . .. . . Rp ... . 

b. Kegiatan..... Rp ... . 

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

a. Kegiatan .... .. Rp ... . 

b. Kegiatan .... . Rp ... . 

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

c. Kegiatan . . . . . . Rp .... 

d. Kegiatan ..... 

J umlah total 

Rp ... . 

Rp .. .. 



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak 

pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. 

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU 

Ketua BPD .................... . Kepala Desa ............... .. .... . 

OBO, 


